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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan
karunia-Nya lah Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi
penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan
kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat

kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Tahun

2024 ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

Semarang, 3 Juli 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

AR 2 , . .
~~=—"Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat
Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam
bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam
bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat
(11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen
perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana
Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan
RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota

Semarang Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi



antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan
penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu
terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun sebelumnya dan
evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
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Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja
memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-
2026, untuk penyusunan Renja tahun 2024 maka yang berpedoman pada
Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam
Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar
dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini akan menjadi dasar
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang Tahun
2023.



1.2

Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah

sebagai berikut:

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan
di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang



Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 13);

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 — 2021 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No

14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun



1.3

2011-2031;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Semarang Nomor 140);

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun
2021-2026;

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Pengarustamaan Gender;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);

Peraturan Walikota Semarang, Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan
arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota
Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota
Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan

RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang pada
tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024
dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;

. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara
sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target
kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan pada tahun sebelumnya;

Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun
2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta
sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun

2024.



1.4

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan.

BABII HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Semarang, review terhadap Rancangan
Awal RKPD, serta penelaahan wusulan program dan kegiatan

masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan
sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam
pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak

lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana
pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan
kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam
penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
pencapaian Renstra dalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target
kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang
dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2024 diperlukan
evaluasi hasil capaian Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target
Renstra OPD sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2022 OPD melaksanakan
sebanyak 9 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam
APBD sebesar Rp. 16.539.046.532. Dalam pelaksanaanya dapat diselesaikan
seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 15.055.880.729 atau sebesar 91,03%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian
Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2023 Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang



Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Target dan Realisasi Kinerja

Perkiraan Realisasi

Realisasi ] Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun
o Target Renstra PD s/d tahun
Kinerja o Lalu (2021) Target .
) Kinerja berjalan
. o Capaian _ Program
) Indikator Kinerja Hasil ——
Urusan / Bidang Urusan Program dan Realisasi
Program Program i . .
Kode Daerah dan Program / dan L kegiatan | Capaian Tingkat
(outcome) / dan Target Realisasi .
Kegiatan _ Kegiatan . . . Renja PD | Program | Capaian
Kegiatan(output) _ Keluaran Renja Renja Tingkat .
Akhir . .| Tahun & Realisasi
Kegiatan PD PD Realisasi .
Periode 2023 Kegiatan Target
s/d tahun Tahun Tahun (%)
Renstra s/d tahun | Renstra
(2021) (2022) (2022) _
berjalan (%)
(2023)
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan Pelayanan N/A N/A 100% 100% 100 100% 50% 30
Administrasi (20%) (10%)
Perkantoran (DP3A)

10



Tertib pelaporan N/A N/A 100% 100% 100 100% 50% 30
capaian kinerja dan (20%) (10%)
keuangan (DP3A)
Cakupan Pelayanan N/A N/A 100% 100% 100 100% 50% 30
Sarana dan (20%) (10%)
Prasarana Aparatur
(DP3A)
2.08.01.2.01 | Perencanaan, Jumlah  dokumen N/A N/A 27 dok 27 dok 100 100% 50% 30
Penganggaran, dan | dan laporan (20%) (10%)
Evaluasi Kinerja Perangkat | perencanaan dan
Daerah evaluasi kinerja
yang dihasilkan
2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Persentase kinerja N/A N/A 100% 100% 100 100% 50% 30
Perangkat Daerah administrasi dan (20%) (10%)
pelaporan
keuangan
2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian | Cakupan N/A N/A 100% 100% 100 100% 50% 30
Perangkat Daerah peningkatan (20%) (10%)
Pelayanan sumber
daya aparatur
2.08.01.2.06 | Administrasi Umum | Cakupan N/A N/A 100% 100% 100 100% 50% 30
Perangkat Daerah pelaksanaan (20%) (10%)
administrasi umum
2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik | Persentase N/A N/A 100% 100% 100 100% 50% 30
Daerah Penunjang Urusan | tersedianya (20%) (10%)

Pemerintah Daerah

peralatan dan
perlengkapan
kantor

11



2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa | Persentase N/A N/A 100% 100% 100 100% 50% 30
Penunjang Urusan | tersedianya (20%) (10%)
Pemerintahan Daerah kebutuhan jasa

kantor

2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik | Persentase N/A N/A 100% 100% 100 100% 50% 30
Daerah Penunjang Urusan | pemeliharaan aset (20%) (10%)
Pemerintahan Daerah dinas

2.08.02 PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Cakupan N/A N/A 100% 100% 100 100% 58,11% 31,62
Pengarusutamaan (20%) (11,62%)

Gender dan

Pemberdayaan

Perempuan

2.08.02.2.01 | Pelembagaan Jumlah N/A N/A 88 93 105,68 93 93 40
Pengarusutamaan Gender | program/kegiatan Program Program Program Program
(PUG) pada Lembaga | PUG pada (20%) (20%)
Pemerintah Kewenangan | perangkat daerah di
Kabupaten/Kota Kota Semarang

yang sudah
dievaluasi  melalui
analisis gender

2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Fasilitasi  kegiatan N/A N/A 100% 100% 100 N/A N/A 20
Perempuan Bidang Politik, | peningkatan (20%)

Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan

partisipasi

perempuan
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Kewenangan

Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03 | Penguatan dan | Jumlah lembaga N/A N/A 30 32 106,66 31 15 29,6
Pengembangan Lembaga | layanan Lembaga | Lembaga Lembaga Lembaga
Penyedia Layanan | pemberdayaan (20%) (9,6%)
Pemberdayaan perempuan  yang
Perempuan Kewenangan | mendapat pelatihan
Kabupaten/Kota
2.08.03 PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
Rasio Kekerasan N/A N/A 15,64 25,64 162,78 14,24 12,42 37,44
terhadap Point Point Point Point
perempuan (20%) (17,44%)
termasuk TPPO
(per 100.000
penduduk
perempuan)
2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan | Jumlah kegiatan N/A N/A 4 5 125 4 2 30
terhadap Perempuan | rakor pencegahan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Lingkup Daerah | kekerasan terhadap (20%) (10%)
Kabupaten/Kota perempuan
2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan | Persentase korban N/A N/A 100% 100% 100 N/A N/A 20
Rujukan Lanjutan bagi | kekerasan (20%)
Perempuan Korban | perempuan  yang
Kekerasan yang | terlayani
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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2.08.03.2.03 | Penguatan dan | Persentase N/A N/A 100% 100% 100 N/A N/A 20
Pengembangan Lembaga | lembaga (20%)
Penyedia Layanan | penyediaan layanan
Perlindungan Perempuan | perlindungan  hak
Tingkat Daerah | perempuan  yang
Kabupaten/Kota terstandardisasi
2.08.04 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA
Persentase N/A N/A 100% 100% 100 100% 50% 30%
Lembaga layanan (20%) (10%)
keluarga yang
terfasilitasi
2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas | Persentase N/A N/A 100% 100% 100 N/A N/A 20
Keluarga dalam | kegiatan (20%)
Mewujudkan Kesetaraan | peningkatan
Gender (KG) dan Hak | kualitas keluarga
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02 | Penguatan dan | Fasilitasi penguatan N/A N/A 100% 100% 100 N/A N/A 20
Pengembangan Lembaga | peran (20%)
Penyedia Layanan | Pemberdayaan
Peningkatan Kualitas | Kesejahteraan
Keluarga dalam | Keluarga
Mewujudkan KG dan Hak
Anak yang Wilayah

Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
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2.08.04.2.03 | Penyediaan Layanan bagi | Persentase N/A N/A 100% 100% 100 100% 60% 32%
Keluarga dalam | Kegiatan (20%) (12%)
Mewujudkan KG dan Hak | pemberdayaan
Anak yang Wilayah | berbasis gender
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

2.08.05 PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM
DATA GENDER DAN
ANAK

Cakupan N/A N/A 100% 100% 100 100% 68,75% 33,75
pengelolaan sistem (20%) (13,75%)

data gender dan

anak

2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Jumlah Kegiatan N/A N/A 2 2 100 2 Kegiatan | 1 Kegiatan 30
Pengolahan Analisis dan | KIE Gender dan Kegiatan Kegiatan (10%)

Penyajian Data Gender | Anak (20%)
dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN
HAK ANAK (PHA)

Cakupan N/A N/A 100% 100% 100 100% 41,02% 28,2
Pemenuhan Hak (20%) (8,2%)
Anak

2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada | Jumlah jejaring N/A N/A 8 Jejaring | 8 Jejaring 100 8 Jejaring 8 Jejaring 40

Lembaga Pemerintah, | kemitraan lembaga (20%) (20%)

Nonpemerintah, dan Dunia

PHA
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Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02 | Penguatan dan | Jumlah lembaga N/A N/A 7 8 114,28 7 6 37,14
Pengembangan Lembaga | layanan anak yang Lembaga | Lembaga Lembaga Lembaga
Penyedia Layanan | telah memiliki (20%) (17,14%)
Peningkatan Kualitas | standar pelayanan
Hidup Anak Kewenangan | minima
Kabupaten/Kota
2.08.07 PROGRAM
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK
Persentase  anak N/A N/A 0,012% 0,028% 233,33 0.012% 0,010% 36,66
korban kekerasan (20%) (16,66%)
yang ditangani
2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan | Jumlah koordinasi N/A N/A 2 2 100 N/A N/A 20
Terhadap Anak yang | dan sinkronisasi Kegiatan Kegiatan
Melibatkan para Pihak | penyediaan sarana (20%)
Lingkup Daerah | dan prasarana
Kabupaten/Kota lembaga layanan
anak yang
memerlukan
perlindungan
khusus
2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi | Cakupan N/A N/A 100% 100% 100% N/A N/A 20
Anak yang Memerlukan | penyediaan layanan (20%)
Perlindungan Khusus yang | anak yang
Memerlukan  Koordinasi | memerlukan
Tingkat Daerah | perllindungan
Kabupaten/Kota khusus
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2.08.07.2.03 | Penguatan dan | Cakupan Iembaga N/A N/A 100% 100% 100 100% 35% 27
Pengembangan Lembaga | penyediaan layanan (20%) (7%)
Penyedia Layanan bagi | anak yang
Anak yang Memerlukan | memerlukan
Perlindungan Khusus | perlindungan
Tingkat Daerah | khusus
Kabupaten/Kota
2.13.04 PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
Persentase N/A N/A 100% 100% 100 100% 100% 40%
Kelurahan yang (20%) (20%)
menerapkan sistem
informasi
2.13.04.2.01 | Pembinaan dan | Jumlah kelurahan N/A N/A 177 177 100 N/A N/A 20
Pengawasan yang terfasilitasi kelurahan | kelurahan
Penyelenggaraan pelaksanaan (20%)
Administrasi Pemerintahan | evaluasi
Desa perkembangan
Kelurahan
2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
Cakupan N/A N/A 100% 100% 100 100% 51,51% 30,30
pemberdayaan (20%) (10,30%)
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lembaga

kemasyarakatan
2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga | Fasilitasi N/A N/A 177 177 100 177 177 40
Kemasyarakatan yang | peningkatan Kelurahan | kelurahan Kelurahan | Kelurahan
Bergerak di Bidang | kapasitas bagi (20%) (20%)
Pemberdayaan Desa dan | lembaga
Lembaga Adat Tingkat | kemasyarakatan
Daerah  Kabupaten/Kota | kelurahan
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
N/A N/A 177
Kelurahan

Sumber:bappeda.semarangkota.go.id per triwulan l|
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Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target
Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 OPD Kota
Semarang adalah sebagai berikut:
1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan
dilaksanakan 2 Urusan, 9 Program dan 11 Indikator Kinerja
Program dan 24 Kegiatan dengan 24 indikator kinerja
kegiatan.
b) Dari 11 Indikator Kinerja Program, semuanya memenuhi
target yang telah ditetapkan.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai
dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 Urusan,
9 Program dengan 11 indikator kinerja program.
b) Dari 11 Indikator Kinerja Program, terdapat 3 Indikator
memenuhi target, dan 8 Indikator yang masih dalam proses

pencapaian target akhir periode Renstra

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan
pagu Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu
beserta realisasiAnggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun

2022 tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 2. 2

Realisasi Keuangan PD Kota Semarang Tahun 2022

Perubahan SPJ Rea.11.sa51
N Kode Program Kegiatan Murni Fisik
o Rekening ogra egiata urni
Rp Rp % %
2.8Urusan Pemerintahan Bidang 17,318,145,000( 14,648,241,891| 13,300,528,174(90,80 100
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak
2.8.1|Program Penunjang Urusan 95.45 100
I Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot
emerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10,596,205,000 9,220,621,984 8,801,051,760
2.8.1.2.01|Perencanaan, Penganggaran, dan 84.99 100
1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,309,966 4,895,560 4,160,590
2.8.1.2.01.1|Penyusunan Dokumen Perencanaan 589,578 358,320 98.11 100
Perangkat Daerah 351,550
2.8.1.2.01.2[Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 739,470 1,546,300 97.97| 100
RKA-SKPD 1,514,880
2.8.1.2.01.3|Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 872,616 519,800 98.71 100
Perubahan RKA-SKPD 513,100
2.8.1.2.01.4Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 739,470 662,700 25.50 100
169,000
2.8.1.2.01.5|Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 872,616 519,800 93.46 100
DPA-SKPD 485,800
2.8.1.2.01.6|Koordinasi dan Penyusunan Laporan 989,016 987,200 94.52 100
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 033.120
Kinerja SKPD ’
2.8.1.2.01.7|Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 507,200 301,440 64.07 100
193,140
9 2.8.1.2.02|Administrasi Keuangan Perangkat 98.04 100
Daerah 8,129,203,360 7,219,343,838 7,077,984,232
2.8.1.2.02.1|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7,887,320,000 6,978,660,478 98.28| 100
6,858,941,252
2.8.1.2.02.2|Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 239,741,000 238,541,000 90.93| 100
Tugas ASN 216,911,000
2.8.1.2.02.5|Koordinasi dan Penyusunan Laporan 494,508 494,508 99.91 100
Keuangan Akhir Tahun SKPD 494,050
2.8.1.2.02.6[Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 494,000 494,000 100.0 100
Tanggapan Pemeriksaan 494,000 0
2.8.1.2.02.7|Koordinasi dan Penyusunan Laporan 824,180 824,180 99.09 100
Keuangan 816,680
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.8.1.2.02.8|Penyusunan Pelaporan dan Analisis 329,672, 329,672, 99.27 100
Prognosis Realisasi Anggaran 327,250
3 2.8.1.2.05(Administrasi Kepegawaian Perangkat 91.70 100
Daerah 360,510,000 243,770,080 223,542,875
2.8.1.2.05.5|Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 60,510,000 43,770,080 92.02 100
Kinerja Pegawai 40,277,500
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Realisasi

Perubahan SPJ . .
o Kode = Tt o . Fisik
o Rekening rogram Kegiatan urni
Rp Rp % %
2.8.1.2.05.10(Sosialisasi Peraturan Perundang- 300,000,000 200,000,000 91.63 100
Undangan 183,265,375
4 2.8.1.2.06|Administrasi Umum Perangkat Daerah 81.93 100
1,297,504,674 901,047,146 738,240,874
2.8.1.2.06.1|Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2,500,000 2,500,000 98.42 100
/Penerangan Bangunan Kantor 2,460,500
2.8.1.2.06.2|Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 14,219,000 3,275,650 85.48 100
Kantor 2,800,000
2.8.1.2.06.3Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30,000,000 25,755,840 79.53 100
20,484,500
2.8.1.2.06.4Penyediaan Bahan Logistik Kantor 91,963,000 84,560,550 87.96 100
74,379,840
2.8.1.2.06.5Penyediaan Barang Cetakan dan 25,434,674 21,276,329 63.50 100
Penggandaan 13,509,420
2.8.1.2.06.8|Fasilitasi Kunjungan Tamu 65,066,000 24,066,000 60.08 100
14,458,700
2.8.1.2.06.9|Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 868,322,000 490,444,137 76.63 100
Konsultasi SKPD 375,816,704
2.8.1.2.06.11|Dukungan Pelaksanaan Sistem 200,000,000 249,168,640 94.05 100
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 234.331.210
SKPD , ,
2.8.1.2.07|Pengadaan Barang Milik Daerah 97.85 100
5 Penunjang Urusan Pemerintah 57,669,000 89,298,820 87,378,055
Daerah
2.8.1.2.07.5/Pengadaan Mebel 16,401,000 16,401,000 99.31 100
16,287,030
2.8.1.2.07.6/Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12,857,000 12,857,000 92.04 100
11,833,935
2.8.1.2.07.11|Pengadaan Sarana dan Prasarana 28,411,000 60,040,820 98.69 100
Pendukung Gedung Kantor atau 59.257.090
Bangunan Lainnya B
6 2.8.1.2.08|Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 87.49 100
Pemerintahan Daerah 320,198,000 320,198,000 280,127,053
2.8.1.2.08.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 114,992,000 114,992,000 74.09 100
Daya Air dan Listrik 85,203,157
2.8.1.2.08.4|Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 205,206,000 205,206,000 94.99 100
Kantor 194,923,896
7 2.8.1.2.09| Pemeliharaan Barang Milik Daerah 88.14 100
Penunjang Urusan Pemerintahan 425,810,000 442,068,540 389,618,081
Daerah
2.8.1.2.09.1|Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 248,728,000 248,728,000 83.68
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 208,134,000 100
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2.8.1.2.09.2|Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 81,373,000 81,373,000 92.53
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 75,296,285 100
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No

Kode
Rekening

Program Kegiatan

Murni

Perubahan

SPJ

Realisasi
Fisik

Rp

Rp

%

%

Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

2.8.1.2.09.6

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

39,755,000

48,134,080

44,951,467

93.39

100

2.8.1.2.09.9

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

26,454,000

49,415,420

46,911,329

94.93

100

2.8.1.2.09.10|

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

29,500,000

14,418,040

14,325,000

99.35

100

I

2.8.2

Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan

1,050,000,000

956,461,200

878,654,816

91.87

100

2.8.2.2.01

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Kota

205,000,000

150,936,200

130,774,172

86.64

100

2.8.2.2.01.1

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan
Kebijakan Pelaksanaan PUG

121,400,000

92,915,000

77,366,300

83.27

100

2.8.2.2.01.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan PUG Kewenangan
Kabupaten/Kota

8,600,000

3,435,000

2,980,100

86.76

100

2.8.2.2.01.3

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

65,000,000

51,386,200

48,177,772

93.76

100

2.8.2.2.01.4

Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

10,000,000

3,200,000

2,250,000

70.31

100

2.8.2.2.02

Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

95,000,000

95,000,000

85,531,544

90.03

100

2.8.2.2.02.1

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi

10,000,000

10,000,000

8,102,000

81.02

100

2.8.2.2.02.2

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Peningkatan Partisipasi Perempuan dan
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

85,000,000

85,000,000

77,429,544

91.09

100

10

2.8.2.2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

750,000,000

710,525,000

662,349,100

93.22

100

2.8.2.2.03.1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

425,000,000

385,525,000

367,032,020

95.20

100

2.8.2.2.03.2

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

300,000,000

300,000,000

271,942,080

90.65

100

2.8.2.2.03.3

Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

25,000,000

25,000,000

23,375,000

93.50

100
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No

Kode
Rekening

Program Kegiatan

Murni

Perubahan

SPJ

Realisasi
Fisik

Rp

Rp

%

%

III

2.8.3

Program Perlindungan Perempuan

2,706,492,600

1,847,266,588

1,437,012,753

77.79

100

11

2.8.3.2.01

Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

467,991,600

107,789,668

82,220,400

76.28

100

2.8.3.2.01.1

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

285,853,600

85,173,358

62,518,300

73.40

100

2.8.3.2.01.2

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

182,138,000

22,616,310

19,702,100

87.11

100

12

2.8.3.2.02

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan
yang Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

1,590,300,000

1,241,265,520

968,498,436

78.03

100

2.8.3.2.02.1

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

1,400,000,000

1,153,758,200

963,462,136

83.51

100

2.8.3.2.02.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

190,300,000

87,507,320

5,036,300

5.76

100

13

2.8.3.2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

648,201,000

498,211,400

386,293,917

77.54

100

2.8.3.2.03.1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Penyediaan Sarana Prasarana Layanan
bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota

98,201,000

98,201,000

44,779,517

45.60

100

2.8.3.2.03.2

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
Penanganan bagi Perempuan Korban
Kekerasan

Kewenangan Kabupaten/Kota

300,000,000

174,110,400

143,492,600

82.41

100

2.8.3.2.03.3

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi
Perempuan dalam Situasi Darurat dan
Kondisi Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota

25,000,000

900,000

900,000

100

100

2.8.3.2.03.4

Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

225,000,000

225,000,000

197,121,800

87.61

100

v

2.8.4

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1,940,001,000

1,615,496,770

1,403,540,832

86.88

100

14

2.8.4.2.01

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)

83,922,000

83,922,000

65,106,000

77.58

100
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No

Kode
Rekening

Program Kegiatan

Murni

Perubahan

SPJ

Realisasi
Fisik

Rp

Rp

%

%

dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.8.4.2.01.1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
untuk Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

10,000,000

10,000,000

9,530,000

95.30

100

2.8.4.2.01.2

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi KG dan Perlindungan Anak
bagi Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

10,000,000

10,000,000

6,500,000

65.00

2.8.4.2.01.3

Pengembangan Kegiatan Masyarakat
luntuk Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

63,922,000

63,922,000

49,076,000

76.77

100

15

2.8.4.2.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan
Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

1,800,000,000

1,475,495,770

1,291,045,732

87.50

100

2.8.4.2.02.1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1,000,000,000

898,998,470

838,586,660

93.28

100

2.8.4.2.02.2

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat
Daerah

Kabupaten/Kota

600,000,000

418,872,300

344,269,072

82.19

100

2.8.4.2.02.3

Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

200,000,000

157,625,000

108,190,000

68.64

100
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2.8.4.2.03

Penyediaan Layanan bagi Keluarga
dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

56,079,000

56,079,000

47,389,100

84.50

100

2.8.4.2.03.1

Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Komprehensif bagi Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Perlindungan
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

56,079,000

56,079,000

47,389,100

84.50

100

2.8.5

Program Pengelolaan Sistem Data
Gender dan Anak

185,050,000

163,399,940

159,078,700

97.36

100

17

2.8.5.2.01

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

185,050,000

163,399,940

159,078,700

97.36

100

2.8.5.2.01.1

Penyediaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten/Kota

105,050,000

80,400,000

77,615,800

96.54

100
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2.8.5.2.01.2

Penyajian dan Pemanfaatan Data
Gender dan Anak dalam Kelembagaan
Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

80,000,000

82,999,940

81,462,900

98.15

100

VI

2.8.6

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

399,280,000

315,948,200

279,055,413

88.32

100

18

2.8.6.2.01

Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

230,825,000

180,434,100

165,771,220

91.87

100

2.8.6.2.01.1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

103,550,000

87,500,000

82,865,400

94.70

100

2.8.6.2.01.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

127,275,000

92,934,100

82,905,820

89.21

100
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2.8.6.2.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

168,455,000

135,514,100

113,284,193

83.60

100

2.8.6.2.02.1

Penyediaan Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

75,000,000

42,059,100

32,598,693

77.51

100

2.8.6.2.02.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pendampingan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

61,955,000

61,955,000

52,175,000

84.21

100

2.8.6.2.02.3

Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

15,000,000

15,000,000

14,000,000

93,33

100

2.8.6.2.02.4

Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

16,500,000

16,500,000

14,510,500

87.94

100

VII

2.8.7]

Program Perlindungan Khusus Anak

441,116,400

529,047,209

342,133,900

64.67

100

20

2.8.7.2.01

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
yang Melibatkan para Pihak Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

165,226,400

132,950,160

121,446,800

91.35

100

2.8.7.2.01.1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

20,000,000

10,000,160

8,975,000

89.75

100

2.8.7.2.01.2

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

145,226,400

122,950,000

112,471,800

91.48

100

21

2.8.7.2.02

Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah

165,420,000

253,136,679

88,277,600

34.87

100
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Kabupaten/Kota

2.8.7.2.02.1

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

25,000,000

25,000,000

21,075,000

84.30

100

2.8.7.2.02.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pendampingan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan

Kabupaten/Kota

100,420,000

188,136,680

30,902,600

16.43

100

2.8.7.2.02.3

Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota

20,000,000

20,000,000

17,815,000

89.08

100

2.8.7.2.02.4

Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota

20,000,000

19,999,999

18,485,000

92.43

100

22

2.8.7.2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

110,470,000

142,960,370

132,409,500

92.62

100

2.8.7.2.03.1

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Sarana Prasarana Layanan bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

40,000,000

28,097,800

25,283,000

89.98

100

2.8.7.2.03.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

40,470,000

100,283,800

94,688,000

94.42

100

2.8.7.2.03.3

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan
Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

30,000,000

14,578,770

12,438,500

85.32

100

2.13

Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1,169,753,000

1,890,804,641

1,755,352,555

92.83

100

VIII

2.13.4

Program Administrasi Desa

281,900,000

509,807,700

485,378,880

95.21

100

23

2.13.4.2.01

Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa

281,900,000

509,807,700

485,378,880

95.21

100

2.13.4.2.01.1
1

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

50,000,000

50,000,000

46,963,100

93.93

100

2.13.4.2.01.1
8

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa
serta Lomba Desa dan Kelurahan

231,900,000

459,807,700

438,415,780

95.35

100

IX

2.13.5

Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat

887,853,000

1,380,996,941

1,269,973,675

91.96

100
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24

2.13.5.2.01

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat

887,853,000

1,380,996,941

1,269,973,675

91.96

100

2.13.5.2.01.2

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat Hukum Adat

113,409,000

166,551,260

150,413,500

90.31

100

2.13.5.2.01.3

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

105,883,000

105,883,000

87,292,072

82.44

100

2.13.5.2.01.6

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

149,437,000

43,569,880

29,898,000.00

68.62

100

2.13.5.2.01.7

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat

519,124,000

1,064,992,801

1,002,370,103

94.12

100

Total Keseluruhan

18,487,898,000

16,539,046,532

15,055,880,729

91.03

100

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada

tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam

membiayai 2 urusan, 9 program dan 24 kegiatan pada OPD Kota Semarang

adalah sebesar Rp 16.539.046.532,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya
adalah sebesar Rp 15.055.880.729,- dengan sisa sebesar Rp 1.483.165.803

(87

97%) dengan uraian berikut:

a. Belanja Tidak Langsung,

realisasi

Rp.142.399.226,-

dan

sisa

anggaran

anggaran sebesar Rp.7.221.580.478,-

Rp.7.079.181.252,- sebesar

Belanja Langsung, anggaran sebesar Rp.9.317.466.054,- Dengan

realisasi sebesar Rp.7.976.699.477,- dan sisa anggaran sebesar Rp.

1.340.766.577
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang adalah untuk membantu Walikota
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala
daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun
2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan
realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak sebagaimana tabel berikut
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Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Semarang Sampai Dengan
Tahun 2022

TARGET RENSTRA Realisasi Proyeksi
TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024

TUJUAN RENSTRA

Meningkatkan Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Upaya Perwujudan | impelementasi
Perempuan yang | pengarusutamaan
Berdaya dan | gender dalam
Terlindungi  serta | pembangunan
Pemenuhan dan
Perlindungan Hak

Anak

Indeks Perlindungan % 62,72 64,58 66,34 68,10 70,59 70,59 72,30
Anak (IPA)

Meningkatkan Prosentase Partisipasi % 90 91 92 93 92,46 100 100
Peran Serta dan | Masyarakat dalam

Pemberdayaan Pembangunan
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Masyarakat dalam

Pembangunan
SASARAN
RENSTRA
Meningkatnya Cakupan pelaksanaan % 100 100 100 100 100 58,11 100
pemberdayaan pemberdayaan
perempuan dan | perempuan
kualitas hidup
keluarga
Prosentase partisipasi % 51,24 51,27 51,29 51,32 51,30 51,30 51,30
perempuan dalam
pengambilan
keputusan
Jumlah kelurahan | Kelurahan | 50 75 100 150 60 65 100
yang sudah
mengimplementasikan
Ketahanan Keluarga
Prosentase % 100 100 100 100 100 100 100
penanganan
perempuan korban
kekerasan
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Meningkatnya Peringkat Kota Layak Point 701 801 801 801 744,4 744.,4 801
Pemenuhan Hak | Anak (KLA)

dan Perlindungan

Khusus Anak

Terwujudnya Nilai SAKIP Point 70.10 70.40 70.70 71.00 76.71 76.71 77.89
kualitas kinerja

pelayanan

perangkat daerah

Meningkatnya Prosentase Lembaga | % 100 100 100 100 100 100 100
Kapasitas Lembaga | Pemberdayaan

Pemberdayaan
Masyarakat di Kota

Semarang

Masyarakat yang Aktif
(LPMK, RT, RW,
Posyandu)
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Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun2022 tersebut di atas adalah sebagai

berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan
Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak” dan ¢
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan“
memiliki 3 indikator kinerja yaitu“Persentase implementasi pengarusutamaan
gender dalam pembangunan”, “Indeks Perlindungan Anak (IPA)” dan “Prosentase
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” telah dapat memenuhi target,

dimana realisasinya sesuai dengan target.

b. Adapun Sasaran Renstra Sebagai Berikut :
1) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga, di
mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
2) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, di mana
capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
3) Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, di mana
capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
4) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, di Kota
Semarang di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Kualitas Keluarga juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana

tersaji pada tabel-tabel berikut.
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Tabel 2. 4

Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Sampai Dengan
Tahun 2023

Kota Semarang

NO

INDIKATOR

TARGET RENSTRA

REALISASI KINERJA

PROYEKSI

2022

2023

2024 2025

2022

2023

2024

2025

Cakupan
Pengarusutamaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan

100%

100%

100% 100%

100%

58,11%

100%

100%

Prosentase
Lembaga layanan
keluarga yang
terfasilitasi

100%

100%

100% 100%

100%

50%

100%

100%

Cakupan
pengelolaan sistem
data gender dan
anak

100%

100%

100% 100%

100%

68,75%

100%

100%

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Semarang di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Selain dari aspek Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas
Keluarga Kota Semarang , aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan
kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah di

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Anak

sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan
Anak Sampai Dengan Tahun 2023

TARGET RENSTRA REALISASI PROYEKSI
NO INDIKATOR KINERJA
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
1 Rasio Kekerasan
terhadap
perempuan
termasuk TPPO 15,64 14,24 12,84 11,44 25,46 12,42 15,64 14,24%
(per 100.000
penduduk
perempuan)
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2 Persentase anak
korban kekerasan

yang ditangani 0,012% | 0,012% 0,011% 0,011% 0,028% 0,010% 0,012% 0,012%

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator
tersebut di atas juga merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel

berikut

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampai Dengan Tahun 2023
TARGET RENSTRA REALISASI PROYEKSI
NO INDIKATOR KINERJA
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
1 Persentase
Kelurahan yang 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
menerapkan sistem
informasi
2 Cakupan
pemberdayaan
lembaga 100% | 100% 100% 100% 100% | 51,51% 100% 100%
kemasyarakatan

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang terkait langsung dengan fungsinya di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang

bersifat makro, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 2.7

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA MAKRO TARGET RENSTRA RE(I:\K;SA}LS\:VDAN PROYEKSI (':l‘?\Tl;TA
NO DAERAH KINERJA ANA
LISIS
2022 2023 2024 2025 2022 2023 | 2024 | 2025
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR
Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
1 Persentase ARG pada belanja 7,00% 7,65% 7,80% 7,95% 59,38% 59,38% 75% 100%
langsung APBD
2 Persentase anak korban kekerasan
yang ditangani instansi terkait 0,012% | 0,012% | 0,011% | 0,011% | 0,028% | 0,010% |0,012%| 0,012%
kabupaten ’
8 |Rasio kekerasan terhadap
perempuan, termasuk TPPO 15,64 14,24 12,84
(per100.000 penduduk perempuan) 11,44 25,46 12,42 15,64 | 14,24%
9 Persentase Perempuan Korban 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kekerasan dan TPPO yang
Mendapatkan Layanan
Komprehensif
10 [Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 74,69 74,69 74,71 74,71 73,64 73,93 74,71 | 74,71
11 [ndeks Perlindungan Anak (IPA) 62,72 64,58 66,34 68,1 70,59 70,59 72,00 | 72,00
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1  [Persentase LPM Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% (100%

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang

timbul dari permasalahan internal terkaitpenyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun isu-isu yang

bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas,
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dapat disimpulkan hal — hal sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD pada tahun
2022 adalah sebesar 59,37%. Dengan adanya kenaikan ini menunjukkan bahwa
dalam penyusunan APBD Kota Semarang tahun 2022 telah menerapkan Anggaran
Responsif Gender.

2. Capaian indicator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani pada

tahun 2022 adalah sebesar 0,027% dengan perhitungan sebagai berikut

Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani

x 100% (DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020)
Jumlah anak (Penduduk usia kurang dari 18 th)
136 (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2022)
= o x 100%
480.249 (sumber : dispendukcapil, 2021)
= 0,028%
3. Capaian indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO di

tahun 2022 ini dengan jumlah sebesar 25,46 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan

x 100.000 (DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020)
Jumlah penduduk perempuan
217 (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2022)
= e x 100.000
852.284 (sumber : dispendukcapil, Juni 2022)
= 25,46

Dengan indikator tersebut semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
sudah tertangani semua dan mendapatkan layanan komprehensif dari DP3A Kota
Semarang dan capaian indicator kinerja terealisasi 100% sesuai target yang telah
ditetapkan.
4. Capaian indicator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah 73,93 dan Indeks
Perlindungan Anak (IPA) masih menggunakan angka di tahun 2021 sebesar 70,59.
5. Capaian indicator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2022 adalah terealisasi sebesar

0,025% dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah kasus KDRT
x 100%

Jumlah rumah tangga
115 (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2022)
= e x 100%
454.134 (sumber : disdaldukkb, 2022)
= 0,025%

Adapun kasus KDRT pada tahun 2022 sudah tertangani semua oleh DP3A Kota
Semarang dengan baik (100%).
6. Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

aktif berhasil mencapai target 100%. LPM yang aktif tersebut adalah RT, RW, PKK,
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Posyandu, LPMK, Karang Taruna dan KP SPAMS

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat
dan desa diantaranya:

a. Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan;

b. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga;

c. Belum efektifnya Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam
penentuan kebijakan public;

d. Masih kurangnya komitmen terkait pemenuhan hak anak dari stakeholder;

e. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan;

f. Masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian
visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu
diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi
kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam
meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan, pencegahan
kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan
keluarga dan data;

b. Meningkatkan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan Hak dan
layanan perlindungan khusus Anak;

c. Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,;

d. Meningkatkan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan

pemberdayaan masyarakat.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut
permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan
OPD, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Semarang sebagai berikut :

a. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan,;
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2.4

0

Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan
Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;

Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan
pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi
yang akurat;

Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat
kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;

Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan
perlindungan khusus;

Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalian Potensi
SDA dan Penerapan TTG;

Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

Masih Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses
Pembangunan;

Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen

RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke tiga dari

pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun

2024 adalah ““Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang

Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan” dengan lima

prioritas pembangunan sebagai berikut:

a.

Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkeadilan;

Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta
penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul,
berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung
dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan
pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan

kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.
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Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci

dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan,
dengan fokus :
a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil

menengah;
b. Peningkatan nilai investasi;
c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;

d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan

rantai nilai dan rantai produksi;
e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui

pengendalian inflasi dalam bentuk:

a. Melaksanakan operasi pasar murah,;

b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
d. Gerakan menanam;

e. Merealisasikan BTT;

f. Dukungan transportasi dari APBD;

g. Rapat teknis TPID;

h. Pemantauan harga dan stok;

i. Menjaga pasokan,;

j- Inventarisasi informasi daerah surplus;

k. Bantuan sosial

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta
penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

Peningkatan upaya perlindungan sosial;

o

o

Pengembangan Kampung Tematik Produktif;

e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja.
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Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Administrasi kependudukan;
Bantuan sembako;

Jaminan kesehatan;

Penanganan stunting & gizi buruk;
Alat bantu penyandang disabilitas;
Pelayanan pendidikan;

Rehab rumah tidak layak huni;
Sanitasi permukiman;

Sumber air bersih;

10) Pelayanan ketenagakerjaan;

11)Pemberdayaan UMKM,;

12) Pelayanan keluarga berencana;

13)Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing,

kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

a.

C.
d.

€.

Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi

informasi;

. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas,

bermutu, dan accessable;
Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
Peningkatan upaya pengendalian penduduk;

Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:

1) Sensitif

Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
Penanganan Kawasan Kumubh;

Pemberdayaan Ekonomi.

2) Spesifik

Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi
Nusantara;
PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);

PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.
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4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya
tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan
pelayanan dasar kota, dengan fokus:

a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;

b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;

d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;

f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui
penanganan Banjir:

1) Tanggul Tambaklorok;

2) Sungai Plumbon;

3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk

mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;

b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
kecerdasan buatan;

d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;

e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:

1) Smart City;

2) Penguatan Inovasi;

3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang
Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator
makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 — 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 — 86,00
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3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 - 3,82%

4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 — 6,50%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kedua yaitu

“Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan

kemiskinan ekstrem” dan prioritas ketiga yaitu Peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan

antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam

penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Rencana Kerja
Kota Semarang
Tahun 2023

Daerah (RKPD)

N Prakiraan Maju Rencana Tahun
Prai —_— ;
Urusan/ Bidang Urusan/ | Indikator Program/ | Target Akhir |  Realisasi Cioalin Capalan ((inarjs dan Kerangka Pendanaan & i  aaniio aarail
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Periode | Capaian RKPD mgz o e s."u' ,:"" s 24 gy
Kegiatan Kegiatan RPIMD | Tahun 2021 Target 2023 |  Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Tar Pagu Indikatif o
Tahun 2022 | TAr9°" = Nasional Daerah ik 9
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
o8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DAN ANAK 16,614,254,000] 17,321,015,000)
PROGRAM PENUNJANG | Perencanaan dan
08 |01 URLSAN pelaporan s neds sein: | % 100% 10,468,721,000, 100% 10.876,601,000
PEMERINTAHAN DAERAH | pelaporan keuangan - ORI e
KABUPATEN/KOTA DP3A
Perencanaan, Jumiah dokumen dan
Penganggaran, dan laporan perencanaan 4
08 [o1 [201 pamean Dokumen Dokumen | 27 Dokumen 7,500,000 27 Dokumen 7,800,000
Evaluasi Kinerja dan evaluasi kinerja
Perangkat Daerah yang dihasilkan
s
Kota rioritas Dacrah § L
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Ssmanng; Stabilitas tua PEMBERDAVAAN
s PENDAPATAN ASLI elol tahan [DP3A Kota
08 |01 |2.01 [01 [Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 4 Dokumen 1,000,000 > Polhukhankam Dan | <02 Pemerintahan 4 Dokumen 1,000,000 | PEREMPUAN DAN
Kecamatan, | DAERAH (PAD) lyang dinamis, Semarang
Daerah Daerah Transformasi 3 PERLINDUNGAN
Semua ek, efisien, dan
Pelayanan Publik ANAK
Kelurahan inovatif
Jumlah Dokumen RKA- Kota Prioritas Daerah 5 ki
SKPD dan Laporan Semersin; Stabilitas %4 PEMBERDAYAAN
08 [o1 [201 |02 Gy Hasil Koordinasi 1 Dokumen 1,000000| SemUR PENDAPATAN ASU Jooihukhankam Dan [<i012 pemerintahan [DPSAKota | 4 5y, 1,000,000 PEREMPUAN DAN
Dokumen RKA-SKPD Kecamatan, | DAERAH (PAD) yang dinamis, Semarang
Penyusunan Dokumen Transformasi PERLINDUNGAN
e Semua m ik |kt efisien, dan ar
i Kelurahan AL RO inovatit
Jumiah Dokumen Kota Prioritas Dacrah 5 i—
Perubahan RKA-SKPD Semarang, ¢ judan t
Hen dan Laporan Hasil Semua PENDAPATAN asLi [Stabilitas kelola pemerintahan [DP3A Kota REMBERDAVAAN
08 [01 [201 |03 |Dokumen Perubahan RKA- 1 Dokumen 1,000000 Polhukhankam Dan 1 Dokumen 1,000,000 PEREMPUAN DAN
Koordinasi Penyusunan Kecamatan, | DAERAH (PAD) lyang dinamis, Semarang
SKPD Transtormasi PERLINDUNGAN
Dokumen Perubahan Semua bk |TeKtf, efisien, dan i
RKA-SKPD Kelurahan Y inovatif
Kota Prioritas Dasrah 5
Jumiah Dokumen DPA Pt o DINAS
SKPD dan Laporan ang: Stabilitas J PEMBERDAVAAN
08 |01 |201 [oa dan Hasil Koordinasi 2 Dokumen 1,000,000| M2 PENDAPATAN ASU (o1 harikam Dan [<6101 Pemerintahan [DPSAKota |, 6oy, gr 1,000,000 | PEREMPUAN DAN
DFA SKPD Kecamatan, | DAERAH (PAD) vang dinamis, semarang
Penyusunan Dokumen Transformasi PERLINDUNGAN
et Semua 4 Sl |kt fisien, dan R
DPASSKPD Kelurahan Pelayanan Publik Jin ot ANAK
Jumiah Dokumen Kota Prioritas Dacrah 5 -
Perubahan DPA SKPD Semarang, judan tata
Stabilitas v PEMBERDAYAAN
08 [o1 [201 o5 den Sen Lapomin faal 1 Dokumen 1,000,000 Semua PENDAPATAN ASUL |polhukhankam Dan [<elela pemerintahan [DP3A Kot | 4 6oy ey 1,000,000 PEREMPUAN DAN
Perubahan DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Kecamatan, | DAERAH (PAD) lyang dinamis, Semarang
Transformasi PERLINDUNGAN
Dokumen Perubahan Semua eimenmoupik |cfekti, efision, dan et
DPA-SKPD Kelurahan Y inovatif
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
_— Ikhtisar Realisasi Kinerja :\;:m Prioritas Dw:;:S DINAS
Laporan Capaian Kinerja | S0 dan Laporan s P PENDAPATAN AsL [ 2biltas kelola pemerintahan [DP3A Kot PEMBERDAYAAN
08 |o1 |201 |os |LOPOran Capaian Kiner) Hasil Koordinasi 6 Laporan 1,500,000 SeMud Polhukhankam Dan [<1012 Pemerintal o & Laporan 1,800,000| PEREMPUAN DAN
don Ikhtisar Realisasi Kecamatan. | DAERAH (PAD) yang dinamis, Semarang
Penyusunan Laporan Transformasi PERLINDUNGAN
Kinerja SKPD Semua efektif, efisien, dan
Capaian Kinerja dan Pelayanan Publik ANAK
Kelurahan inovatif
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
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. Prakirasn Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urisan/ Target Akhir| Reatiasi | FEoKERe Capaien Kinerja dan Kazangha Pandsniar R 2024 TR
= e Ro> | Tonumzozt | TR0 [ ma] pagurndiate | totan o= b I — g
Tahum 2028 Nasionsl Dacrah o
ey et oiis
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oo [ [oon o [z e i | T 2 2o wonageo) Sema | reNGAATAN Acu ) oranets | e 1000.00]reivicoa BAN
peranska Doean e oot o, d rerunouNGAN
Keluahan vl
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ots — Priceite Docuah & —
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oo [o [202 o [remeaissncar s G womgn sz 2™ (e oo o O3RN0 | g a7suses saa|emmirAN OAN
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Kehurahan Pelayanan P“b”k inovatil
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Asn s Petayaman public
Kelurahan
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Tahun SKPO. nan Laperan Yachmuary DRERAH AD) |Transtc [yang dinas [semarang PERLINDUNGAN
Keuangan At Tahun semua eayanan Pl [eecit. i, dan
skPD 9 Kelurahar )' inovatil
Fricita Daerah &
Jureish Dokumen emparkuat oas
i P | s ok Evce T Y e . o
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Administrasi Cakupan peningkatan
08 |07 |205 Kepegawalan Perangkat | Pelayanan sumber daya | % % 100% 60,000,000 100 % 60,000,000
Kota priorites Daerah 5. e
Arlah Dotuman Semamng; Stabiltes g 0P34 Kota PEMBERDAVAAN
08 Jo1 |z0s [os [Monitoring, Evaluasi, dan | Monitoring, Evaluasi, 1 Dokumen 50,000000] 52 PENDAPATANASLL (o1 1. ichankam Dan % Isemarang dan | 1 Dokumen 50000.000{ PEREMPUAN DAN
Penilaian Kinerja Pegawai | dan Penilaian Kinerja Kecamatan, | DAERAH (PAD) % lyang dinamis,
Pegawai Semua |Transformasi [ ookt ofisior, dan [Masyarakat PERLINDUNGAN
oge Pelayanan public ~ [*1eKTE €fisien.
Kelurahan inovatit
Kota Pricritas Daerah 5.
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o6 {01 [206 Joz |0 et | donPeienapan 1paet 8000000] 0 | Datnnpay  [Pohukhonkamun | SESESTRIARIREERY ) 1 pakes 5000.000| PEREMPUAN DAN
e Kantar yang Disediakan e ansformasi ﬂe’zﬂ P 9 PERUNDUNGAN
e poiayenan pubik (1% ANAK
Kota M ks Pricritas Doerah 5. Dins
Jumish Paket Peraiatan Semarang, s‘?mru ) Pervjudan tata PEMBERDAYAAN
Penyediaan Peralatan emua PENDAPATAN ASLI i Kola
08 [o1 (206 fo3 | Rumah Tangga yarg 3Paket 10000000| (0 | oseRarpapy |PoekhankamDan | OO EET e 3 Paket 12,000,000 PEREMPUAN DAN
s Disediaken prsioia il [Transtormasi pictglle J PERUNDUNGAN
Kelurahan Pelayanan Publik (it A
feta Dins.
Semararg,
Junish Paket Bahan stabiitas PEMBERDAYAAN
P \PATAN A
06 [01 [206 [ou [Peryediaan Bahan Logistk || i i Xantor yang 4Paket e0ses678] ™2 ENDAPRTANASUY (o ukhorikam D 2 Paket 70,105 412| PEREMPUAN DAN
Kantor Kecamatan, | DAERAH (PAD) 3 |yang dinamis, |semarang
Disediakan Semua Transformasi |efektif, efisien, dan PERLINDUNGAN
i petayonan Pubiik  [*1o° " ANAK
Kots prioritas Doerah 5 i
Jurish Paket Barang Semararg, Ktk jud e
ki v P A\TAN A
08 o1 [206 [os.[Femecioan Bvang Cetakan) Cetalan dan 3Paket 25000000 3™ ENDAPATAN ASUL looiukhankam Dan ® |3 poket 25000,000{PEREMPUAN DAN
jan Penggandaan Penggandaan yang Kecamatan, |DAERAH(PAD) | Y lyang dinamis, Isemarang
Disediakan Sarnen. Transformasi o fisien, dan PERLINDUNGAN
e Polayenan Pubik  [{1ert ANAK
Jurmlah Laporan 2 Stabilitas. ’ PEMBERDAYAAN
08 [01 (206 |08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kurjungan 12 Laporan 50,000000] 32 PENDAPATANASLL |00\ whankam Dan ! Kot 1) Laparan 100,000,000 |PEREMPUAN DAN
Kecamatan, | DAERAH (PAD) 5 lyang dinamis,  [Semarang
Tamu botinl K e el PERLINDUNGAN
S petayonan pubi  [*1°" 1 A
ota priocitas Dacrah 5.
Memperkuat DiNAs
Jumiah Laporan Semarang, x Pervajudan tata
Penyelenggaraan Rapat IStabilitas PEMBERDAYAAN
= § AT
08 [01 [206 [05 [Koordinasi dan Konsutasi | P™elenggaraan Rapat 20Laporan 650000000] SR [ PENDAPATANASL oy i riam pan <0012 pemerintahan [DP3A Kota | o 300,000,000 PEREMPUAN DAN
Koordinasi dan Kecamatan, | DAERAH (PAD) lyang dinamis,  [semarang
R Konsultasi SKPD Semua lrenshomes! cfekit.efsin, dan SLNDURGAN
Kelurahan Pelayanan Publik i i
Kota Pricritas Daerah 5.
Jumleh Dokumen Memperkuat
Dukungan Pelaksansan Semarang. Pervajuden tata
Dukungan Pelaksanaan |Stabilitas PEMBERDAYAAN
08 Jor |20 [r1 [Sistem Pemeritahan Sistem Pemerintahan 5 Dokumen 200000000 2™ PENDAPATAN ASLL | ihuichankam Dan pematintahan [DP3AKOY | ol oy 200000,000|PEREMPUAN DAN
Berbasis Eloktronik pada g Kecamatan, | DAERAH (PAD) : lyang dinamis,  [Semarang
[t Berbasis Fiekironik oo Transformsi ool I PERUINDUNGAN
pada SKPD Kehwahon Pelayanan Publik [inovatif % | ANAK
Pengadaan Barang Miik | Persentase tersedianya
08 |01 (207 D: h % % 100% 70,000,000 100 % 300,000,000
Pemerintah Daerah perlengkapan kentor
las Daerah 5.
Semarang. M“;‘:’ st Porvujudan pis EE":";RDAWN
T S e el e el o el el Ml el
Semia ) [franslormasi ey fisien, dan FENCAN
Pelayanan Publik gkl ANAK
Kelurahan inovatit
Kota Pricritas Daerah 5.
Memperkuat DINAS
Semarang. ¥ Pervijudan tata
Jumlah Unit Peralatan Istabiitas PEMBERDAYAAN
08 [o1 [207 [og |PengedesnPecalatanden |y e Lainnya 1 Unit 10000000| 3™ PENDAPATANASL. |5 4 whankam Dan |00 pemerintahan [DP3A Kota | 100,000,000 [PEREMPUAN DAN
[Mesin Laineya Kecamatan, | DAERAH (PAD) yang dinamis, semarang
yang Disediakan poaimih ransformasi it PERLINDUNGAN
Kelurzhan Pelayanan Publik L\ i ANAR
2 Kotz Priorit: rah 5.
Jumleh Unit Sarana dan SE':WB Memperkat P:'"m;f i DS
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung |Stabilitas [PEMBERDAYAAN
Pl ATAN ASLI ki P3A
08 [o1 (207 [10 [Prasarana Gedung Kantor | Kantor ateu Bangunan sunit Too000af ST DE\’::::'QCP:D) SU [Plnukhankam Dan <902 pemerintahan OPSAKGta g 10,000,000 |PEREMPUAN DAN
atau Banguran Lainnya | Lainnya yang i ITransformasi ek s don 9 PERLINDUNGAN
Disediskan i ahan petayanan Publik (17017 Ak
Penyediaan Jasa
5 Persentase tersedianya
08 |01 |2.08 Per Urusar % % 100% 350,000,000 100 % 365,000,
nunang Ursan -y o utuhan jasa kantor e o
Jumizh Laporan ;:::amg Memperkuat PW:J"\: m:; = Dings
Penyediaan Jasa Penyediaen Jasa . tabiitas MBERDAYAAN
08 (01 |2.08 {02 [Komunikasi, Sumber Daya | Komunikasi, Sumber 36 Laporan 120000000 i:c'"::a,m ;zm“;:;;\ SU polhukhankam Dan kml” miiston ?:xlkm"'a 36 Laporan 125,000,000 |PEREMPUAN DAN
| i dan Listik Daya Air dan i Transformasi mmf At d PERLINDUNGAN
yang Disediakan i Pelayanan Public |1 00
Kota Memperkuat priocitas Dacrah 5. s
Jumleh Lagoran Semarang. ket Pervuudan tata s
Pl \E k P3A
0 |01 [a08 [o4 |Penvedioan asa Pelayenan | Penyediaan Jasa 12 Laporan 230000000] ™2 ENDAPATANASI) o iukdianiam Dan [C00a pemmeriniaben [OPSAKDRS | o ) 240,000,000 PEREMPUAN DAN
Umum Kentor Pelayaran Umum Kecamatan, | DAERAH (PAD) 3 lyarg dinamis,  [Semarang
Kantor yang Disediakn Semua [rsistoms| ofeki.efisen, dan PERLAIDUNGAN
yng Pelayanan Publik [} o ANAK
Kelushan inovatif
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang | P13
os o1 [209| [k e pemeliaraan sset | % % 100% 410,300,000 100% 438,800,000
Daerah dinay
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o Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ | Indikator Program/ | Target Akhir | Realisasi plos Capalan Kinerja dan Kerangka Fendanaen Lk 2024
Kode. Programy/ Keglatan/ Sub iatan/ Sub Perlode. i “‘“;m = “_I':. e
Keglatan Keglatan ReMD | Tahun 2021 | 9 TP | rarger 2023 Lokasi T Ry Target | Pagu Indikatif
yedison Jaso Jurrah Kerdaraan tota Pricvits Dasran . i
Pumeiiharaan Bisga Perorangan Dinas stau Samarang. e Permjudon tats e i
emelitarasn,dan pjak | Kendarzan Dinas 7 Semua PENDAPATAN Asu [(1abilt Kot
2 [os [or [209 for [Eeme oo o | oo 1unit 238,800000) i ooy [Poukhankam oun (¢S Pemertahan PP | 1 iy 236,800.000|PERIMPUAN DAN
Dinas atw Kondaraan | Dipolivara do Somus ety FERUNCONGAN
Dinas Jabatan dibayartan Pajaknya Koluaahan Peteparian Pubik [k
Juriah Kerdarsan Yot pricvits Dasron 5.
Penyediaan Jzsa i Memparkuat Oinvas
Femesiharaan, Bisja o Cre S Veasiompinisiy (000 Fenmpbn tats PEMaEROAYAAN
2 |08 [01 [209 02 [Pemeliharsan, Pajak den pangan yang 27unt 90,000,000| [Polhukhankam Dan iy 27 Unit '90,000,000| PEREMPUAN DAN.
Dipelihara dsn Kecamatan, | DAERAH (PAD) , lvang diramis,  |semarang
Perizivan Kendaraan Dicas | Sioeimaron oo Monstormasi il it B FERUINDUNGAN
vasional aau Lapangan | o2242" P35 Pelayonan Pubiic [ anax
Operasionsl Periinannya Kelurahan inovati’
Somers emperiuat e orus
Jumiah Peralatan dan il PENDAPATAN ASLI [StRDiItES e i PEMBERDAYAAN
2 o6 {01 [209 fos Mesin Lainnya yang 10unit 40.0c0000| Polhukhankam Dan | rounit 40000,000|PEREMPUAN DAN
esin Lainnya e, Kecamatan, | ORgRaH (paD)  [Pomgenke lyang diramis,  |semarang ooy
Semua oo |1, efiin,can ke
Kelusahan fayonan PUblk ;g
— priceitas Dasran .
pemettarsrvieabitas | 01 S0 Soman” | prvppaua sy S e perri oo RN
2 |05 |or [209 foa |Gedung antor den e i 1unit 25.000000) polhuichankam Dan “ o 40.000,000|PEREMPUAN DAN
ineten yang matan, [ DAERAH PAD) PO oo lvang diramis,  |semarang it
. Dipelihara/Direhabilitasi Semua P o3 efektit sfisien, dan
St Jayanan Public [0 Ak
xota prioritas Dasreh .
- Juriah Sarana dan Memperkuat b
s s R T = N~ -l =~ O —
2 o8 {01 [20m 10 Erpm e e Kantor atau Sangunan 100nit escoomf WO | e oy [Polhokhankam oan 108 BTReR PRI 10 unie 30000,000PEREMPUAN DAN
Bangunan Lainnya Llneiys yeng F Semua N, efektit efisien, dan FERLELINGAY
Dipelihara/irehabilasi el reayanan public [FEK4
Cakupan
PENGARUSUTAMAAN | Pengansutamaan
2 |os |02 GENDER DAN Gender dan Porson Fersen 10000 Perser] 1,096,000.000 10000 Foed 1,392,000,000)
PEMBERDAYAAN Pomberdayasn
PEREMPUAN Perempuan
Juriah
Peleoubagamn programvkegiatan PUG
2 |08 |02 |201| |(PUG) pada Lembaga :‘:‘;,";‘"9"‘ e 145,000,000 9
Lo g |4 et g yang
Femeritah Kewenangan | sudah dievalusi
i melali analisis gender
D el o priceitas Dascan 3
e i el Meningiatian  |Peningiatan kuslitas NS
[Koordinasi dan Sinkronisas | ol = Sumber Daya sumber Daya PEMBERDAYASN
ijakan Semua PENDAPATAN ASLL
2 {08 |02 [201 [or |Perumusen Kebiakan | & 20okumen 30000000 9 ¥ 2 Dokumen 60000,000{PEREMPUAN DAN
snganustamasn Kecamatan, | DAERAH (PAD)
Poloksaraan PUS i o PERUNDUNGAN
perdayasaing  [kompetitt dan [Avak
Kewenangan Keluratan g
KabupsteryKota P
Koordinasi dan Sirkronisasi | Sinkronisas Semarang, Meninglatian - |Peningkatan kuaftas DRLS
SumberDaga |Sumber Daya PEMBERDAYAAN
Pelabsanaan PUG Jaksanaan Semus PENDAPATAN ASLI
2 o8 [o2 |201 o2 1 Dokumen 15000000 MenusiaYang  Menusizyang  [Masyarakat |1 Dokumen 50000000 |PEREMPUAN DAN
Kenenangan Penganustamaan Kecamaten, | DAERAH (PAD) :
Berkuaites Dan  [berdaya saing, PERLINDUNGAN
KebupatenyKota Gender (PUG) Semua \
Bercaya Saing|kompeitf, dan
Kewenangan Kelurahan i
Kabupaten/Kota P
Jumiah Poranghat
Dacrah yang Mendapt
Ad
Nx;:::l':“ ke T Prioritas Daeroh 3.
 Advokasi Kebjakan dan | Pelaksanaan Semarang, 2’:::‘::“;:“" :ﬁ:’:‘:‘é"’""‘"‘"‘“ ok
2 os {0 |201 [oa |Pendampiogan Ponghuicanie %0 Parmghat 70000000] 3™ PENDAPRTANASU [LL s vang [Manusia yang Masyorakat | 20 Poranghat 100000,000 |PEREMPUAN DAN
Pelaksanaan PUG termasik | Gender (PUG) Daerah Kecamatan, | DAERAH (PAD) . Dacrah
Rerkualitas Dan |berdaya saing, PERLINDUNGAN
PoRG Termasuk Perencaan Sernua :
Bercaya Saing |kompeitl, dan
Pembangunan Kelurshan o
Responsif Gender P
(PPRG) Kewanangan
KabupatenyKota
Jumiah Peranghat
Dacrah yang Mengikuti
Sosilsasi Kebjakan (o Prioritas Dastoh 3
Polaksanaan el Moningatian  [Peringkatan kulites
Sosialisas Kebijokon Pergarustamaan Sumber Doy |Surmber Daya PEMBERDAYAAN
loz |2.01 [o4' [Pelaksanaan PG Termasuk | Gender (PuG) ;z"":‘““" 30,000000] :"‘“‘" a ;;':::rm‘s“ MonusiaYang  [Menusiayang  [Masyarakat ’D‘"’:""“ 50000000 PEREMPUAN DAN
PPRG Termasuk Perencaan e it PAD) faerkunlitas Dan  erdaga saing, e PERUNDUNGAN
Pembangunan i ercaya saing  [kompeitf dan
Responsit Gender produiti
(PPRG) Kewenangan
Kebupatenota
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Pollth, Hulaum, Sostsl, | e kegiatin
2 |08 [0z [2c0 |  [dan Ekonomi pada ‘peningkatan partisipasi | % % 100% 130,000,000 100% 160,000,000
O """ A porempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumish Dokumen Hasil = Prioritas Daetoh 3
Sosiaisas Peninghatan Meningkatian  [Peringkatan kualitas oinas
:(:sll:ms\ z""‘?k‘:‘m Patisipasi Perempuan :"""'"9 penDAPRIAN S [59TE Dora Sumber Daya PEMBERDAYAAN
2 o8 fo2 202 for | ] s “’:; m’::m di Bidang Politk, 2 Dokumen 30,000000) K:":;Mm ORERAH (PAD) | |/anusi Yong Manusia yang Masyarakat | 2 Dokumen 50,000,000 |PEREMPUAN DAN
g ol M | Hukum, Sosial dan E Berkualitas Dan  |berdaya saing, PERUNDUNGAN
Sosal dan Ekonomi ™ .
Ekonomi Kevonangan e M Berdayasaing  [kompetitt dan [anax
Kabupaten/Kota produdit
Jumlah Organisasi
Masyarakat yang
 Acvoksi Kebjakan dan | Merdapat Advokasi Kota Poritas Dewrih 3.
el prepiabition ot Meninghatkan Peringktan kulitas
Peningkatan Partiipasi | Kebijakan Peningkatan Somua PENDAPATAN AsL) [(umberDaya - |sumber Daga ) PEMSERDARAAM
2 o8 {02 |202 o2 25 Orgunisasf 100000000 MonusiaYang  [Monusiayang  [Masyarakat | 25 Organisa 110000,000[PEREMPUAN DAN
Parompuan dan Poilk | Partisipas Parempuan Kecamaten, | DAERAH (PAD) .
(Backualitas Dan  [berdiya saing, PLRUNDUNGAN
Hukum, Sosial dan i Bidang itk Somun s e I
tkonomi Hukum, Sosial dan Kelurahan el SR
rodukit
Ekonomi Kevonangan
Penguatan dan
Jumish lombaga
Layanan layanan pemberdayaan
2 o8 foz 200 | [DRERC o o g Lembaga Lembaga | 30Lembogs 821,000,000 30 Lembaga 972.000.000
Perempuan Kewenangan | mendapar peatihan
Jumiah Lembaga
[ Advokasi Kebiakan dan | Penyedia Layanan Kot PRCANGEE Dl 2 i
Pondempingan kepsda | Pombordsyasn Semarong,
SumborDaya [Surmbor Doya PEMBERDAYAN
2 os o2 [202 |01 ;”“‘"’9‘ Panyecka Layahari] Porempusn 25 Lembaga 465.000000| 5™ PINDAPATAN ASU | arusia Yang [Manusia yang DP3AKOM o6 | embaga 500,000,000 |PEREMPUSN DAN
emberdayaan Perempuan | Kewenangan Kecomatn, | DAERAH (PAD) Semarang
Berkcaitss Dan PERUNDUNGAN
Kesendnigan Kabapstan/tols yang S Berdaya sa [kompetii, dan vk
Kabupaten/Kota Mendapat Advokasi Kelurahan erdaya Saing PO
produkti
dan Pendarmpingan
Jumiah sumber Daya .
eningkatan Kapasitas | Lembaga Penyedia Kata Priakie Dasali 2 i
Sumber Daya Lombaga | Layanan Pemberdayaan Semarang,
Ponyedia Lavanan Perempuan Samea PENDAPATAN AsLI |Umber D3y ol G 0P34 Kota [PEVRERDUYAAN
2 o8 fo2 [20 oz 500rang 320000000) Marw Monusia yang 50 0rang 340,000,000{PEREMPUSN DAN
emberdayaan Perempuan | Kewenangan Kecomaten, | DAERAH (PAD) e Semorang
cril ks L percaitas Dan rdaya saing, PERLINDUNGAN
[Kabupaten/ota Mendapa: Peningatan Kelurzhan Berdaya Saing Lompachit den; JANak
prothktt
Kapasitas
rmiah Dokurmer x
pengembangan Komunikasi nformasi Kota Fforkas Daguah —_—
[omuriksi, Informasidan | dan Edukas (<E} Semarang,
2 {06 [0z [z03 [os [FCukasi 1B Rapbordime 1Dok 36000000] 5 ERNARIAN /S f.“m»' Dv:v. ;urrh;v g DPIA KO | e 132,000,000 ﬁ:ﬁﬁﬁmﬁ:‘“
Pemberdayzan Perempuan | Perempuzn il g Kecomatan, | DAERAH(PAD)  [WoB T i) Semarang - 0
Kewenangan Kewenangan Semua 5
Kabupaten/Xata Kabupatenkota yang Kelurahan i a
Tersedia pro
Rasio Kekerasan
tethadap perempuan
2 [os o3 PERLINDUNGAN temnasuk TPPO per | point paint 1424 point | 2:252,033.000 1424 paine | 1.572414000
PEREMPUAN 100,000 penduduk
perempuari
Jumiah
kebijakan/program
b ":"“""""‘ pencagahan kekerasan
2 |08 |03 |20 lf' I terhadap perempuan | Dokumen Dokumen | 6 Dokumen 302,033,000 6 Dokumen 20,000,000
.:"""’_'l""'m"h termasuk TPPO poda
bupat erangkat daerah yang
sudh divaluasi
Jumish Dokumen Hasi
i prieitas Dasrah 3.
Pelaksanaan Kebijakan, | Sinkronisasi s""‘ DI
Program dan Kegistan Polaksansan Kebijakan, :““"‘9‘ SENDAPATAN ASL [P0 D3R |sumber Daya | PEMBERDAYAAN
2 {08 5 [oor [or [recepmon ckron | Pt dn et 2ooumen | vsooonon{ S | e LTS g (st 200k | taomoce oo
Tethadap Perempuan Pencegahan Kekerasan by L Beriwalitas Dan [berdaya saing, [PERLINDUNGAN
Lingkup Daerah Tethadap Perempuan T BerdoyaSoing [kompettit dan ik
abupaten/Kata Kewenangan prodhicif
Kabupatervkota
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. Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ idang Unisan | Indlator Programy | arget Akl bt Capaian Kineja dan Kerang Pendansan Ciioradk Sy
Kode Programy Keglatan/ Sub | Keglatan/ Sub Periode - :‘:m prosserar sy poied
Kegiatan Kegiatan RPIMD Target2023| Paguindikatif |  Lokasi | Sumber Dana ™ Pagu Indikatif
Tahun 2027 | Target 9u praa = rget qu
Jumish Peranglat
prorias Daerah 1.
Acuckas Kebikan den | acar 103 Mendapst ;""’ s oias
Perdempingan Layana | ooy gorpingan 30 Pocangat PENDAPATAN Asu [Sumber Daya - Sumber Daya 30 Parangiat PEMEEROGIAAN,
201 |02 [petindungan Perempuan 152033000 ManusiaYong  [Manusiayong  [Masyarsat 10000,000 PEREMPUAN DAN
Layanan porlindungan Daerah Knramman. DRERAH (PAD) _ . Daciah A
Kevenangan b i Berkuaitas O PERLINDUNGAN
Kabupaten/Kota ekl il pocosuing kol don anak
Kabupaten/Kota kst
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Pursentase korban
202 | [Kekerasan yang ekerasan perempuan | % % 100% 1,500,000,000) 100% 1,512.414,000)
Memerlukan Koordinasi | yong telsyani
Kewenangan
T i Priorias Daarah 3 e
Korban Kekerasan Semararg.
i S peNDAPATAN ALl [SUT0ST Daya  [Sumber Daya . PEMBERDAYAAN
202 jo1 i 1000rng Ta00000000| SR | PR A ngarusiaYong  [Manusiayang  [Masyarakar | 100 Orang 1,502,414,000| PEREMPUAN DAN
Kekerasan Kewmangm Kabupateriats yang. cmatn. PA0) lgerkualitas Dan  |berdaya saing, PERLINDUNGAN
Mendapatkan Layanan Semua !
Kebupaten/k brnsasin e Berdaya saing ompe anvax
i produit
Jumish Layanan Tindak i
Koordinasi dan Sirkronisast | Larjut Pengaduan yang Kota Priorkas Diean 3., s
Peny Memeriukan Semarang. | Dana Transter e
Layanan Rujukan Lanjutan | Koordinasi dan e Khusus-Dana. > »
s e | Sodsanias 160 ayanen Tonooocaaf ST | Kpesee e [Manusiavang  [Manusiayong [ Masyrskar | 100 Layanan 10000,000 PEREMPUAN DAN
eruaiitas Dan [berdzya saing. PERLINDUNGAN
Kekerasn Kewenangan | Perempuan Korban Semua Non Fisik ) e e
Kobuputen/Kota Kekorasan Kewerangan Keluraban ercoya Saing ool
Kabupaten/Kota rome
Penguatan dan
e
Pengembangan Lembaga | onyodiaan layanan
293 | [ rereenie pemenpuan | PEircurgan hok % s 105 450,000,000 100% 40,000,000
ol i porempuen yeng
20)at Dasrs (enstandardisssi
Jumiah Dokumen Hasil "
vk Kebijakan dan | Acokasi Kebijakan dan ot i oaerah . -
Peedsmpingan Peryediaan | Pendarpingan Somarang,
Sarans Prasarana Layanan | Penyediaan Sacana Somua proReTaN s [FomberDoje [SumberDave oy ot PEbBCROABAN
203 [or [ 12 Dokumen 150.000000) ong  [Manusiayang 12 Dokumen 10000.000 PEREMPUAN DAN
bogi Perermpusn Korban | Prasarana Layanan bogi Kecamotan, | DAERAH (PAD) Semarang
. arkustton O [berdya saig. PERLINCUNGAN
Kekerason Kewenangan | Perempuan Korban Somun Fosbigpapad Fkgcelegh, P
Kebupaten/Kota Kekerasan Kewera Kelurahan erclayn Saing, w7
Kabupaten/Xota "
Jumizh sumber Oaya
Peringkatan Kapasitas | Marusia Lembaga - Priorias Dseran 3.
Sumbar Daya Lembaga | Penyodia Layanan s
Peryedia Layanan Penangaran bagi o oENDAPATAN ASU [SUmPer Dova Sumber Daya s PEMBERDAYAAN
203 |02 [Penanganan bagi Perempuan Korban 1630 Orang 100,000,000 K:';',:M e M“ Ay TAD [Manusia Yang Manusia yang FE 1630 Orang 10,000,000{PEREMPUAN DAN
Perempuan Karban Kekerasan Kewerangan ¥ A0 gk 9 RUNDUNGAN
Kekerasan Kewenangan | Kabupaten/Xota yarg K::‘:M" Berdaya Saing kompetitt, dan '3
Kebupaten/Kota ‘Merdapat Peningkatan produit
Junah Perempuan -
penyediaan Kebutuhon | dalam Sitvasi Darurat Yota Criovitas Dfeaah 3:
Spesifc bagi Perempuan | dan Kondisi Khusus Semarang,
03 [os [4am Stussi Daurst dan | Keenangan . ‘coccasme| ™ PENDAPATAN ASLI f:a'"""‘_'ﬂ‘i""’ ;‘I‘:""b:; ki opsakats | 10500000 :g;‘::::“‘;;‘"
Kondisi Khusus KabupatervKota yang g +O09%! Kecamatan, | DAERAH (PAD) i) Ny Isemarang "9 9
Berkusitas O [berdaya saing. AUNDUNGAN
Kewenangan Mendapatkan Semua s stk
abupeten/Xota Pemenuban Kebutuhan Kelurahan arcaya Saing campat, din
Pt produkt
Avden Dokyen et e Pricritas Dasrah 3.
Penguatan Jejring anter A"': preres o i DI
Lembaga Peryeda Lajeran| oot T by PENDRPATAN ASL [UTEerDda  [sumberDaya [0 PEMBERDAYAAN
203 04 |purindungan Perempuen | ol < 4Dokumen 100000000 0 | akrar papy [ MemusiaYong  Manusiayang e | 4Dokumen 10000.000| PEREPUAN DAN
Kewenangan M‘mpuf" . Berkualitas Dan [berdaya saing, » PERLINDUNGAN
Kabupsten/Kota Dbt L prdasang  kmpet, can Ak
Kabupetervkota produkt
PROGRAM Persentase Lembaga
PENINGKATAN KUALITAS | loyanen keluarga yang | Persen Persen 10000 Perser] 1,830,000.000) 10000 Perser]  2.180,000,000)
KELUARGA totesiitesi
Peningkatan Kualitas
Keluarga “’:‘ an | Persentise egiatan
3 esetara :
27| {Gender )| 0 weltas | % % 100% 30,000,000 100% 30,000,000
|Anak Tingkat Daerah i
Jumlah Perargkat
Daerh yang mendapat s
| Advokasi Kebijakan dan | Advokasi dan ';:’:“: l\’:::;iin -
Pendampingan untuk Perdampingan Semarang, Sumbgg,;m Fya M-~
01 [0 [Memiudian kG dan Keluarga untuk 16 Perangat 10000000] SE™8 PENDAPATAN ASLI oncsiors |Mosywatat | 18P0 00 eeRe i G
perlindungen Anck Mewwjudkan Duerzh Kecamalan, | DAERAH (PAD) s Darah ey
Kewenangan Kesetaraan Gender (G wa ke "‘;:‘;?n
abupelen/Xota dan Perfindungan Anak Kelurahan ompatiat;
produktit
Kewenangan
Kabupater/Kota
Juiah Komurikasi
Informasi, Edukasi (KIE) Kota Prioia Deash 3.
pelaksansan Komunikas, | SO B sl Peringhatan kualtas DINAS
nformasi dan Edukasi KG i Sumber Daya PEMBERDAYAAN
dan Perincungan Anak ua PENDAPATAN ASLI "
20 (12 |dnpnhoguinek | gy 1 Dokumen 10000000 (" | Dtk A0y Manusiayang  [Masyrakat | 1 Dokumen 10000,000| PEREMPUAN DAN
agi Kelizrga Kewenangar K:mm : ity berdaya saing, RUNDUNGAN
K"" < KabupatervKota yang Kelurahan PRl dan
i produkt
Jumlah Dokumen Hasil o Priceitas Daerah 3.
Pengembangan Kegiatan | Pengembangan s Peringtatan kualtes DINAS
Masyarakat untuk Kegiatan Masyarakat ; Sumber Daya PEMBERDAYAAN
semua PENDAPATAN ASUI
201 (03 |Peninghatan Kuaitas untuk Peninglatan 1 Dokumen 10000000\ | DaERA (AD) Manusiayang  |Masyarakat |1 Dokumen 10000,000| PEREMPUAN DAN
Keuarga Kewenangan | Kualitas Kearga J berdaya saing. PERLINDUNGAN
Kabupaten/Kota Kewenangan mu:':m [Kompetitit, dan [ANAK
Kabupster/Kota produtf
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas | Fsilasi penguatan
200 uarga dalam peran Pemberdayaan | % % 100% 1,800,000,000) 100% 2,000,000,000)
KG dan Hak Keluarga
|Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah
ok Keaanon | i roas Derah
el Peryedia Layanan Semara oeles
Pengembangan Lembaga p,.':’: . m’:’mnm P s AT s..mnerum Sumber Daya PEMBERDAYAAN
202 |01 |Penyedia Layanan oo 9 1Lembaga 1ocogooomol NP DrERA A [Menus Yeng Manusia yang Masyarakal | 1 Lembaga 1,050000,000| PEREMPLIAN DAN
Peningkatan Kuditas e P o ) |perkltas s |berdaya saing. PERUINDUNGAN
Keluarga Tingkal Daerah ;"P::; okest sl ‘”M [Berdaya Saing [kampetiti, dan
n Pendampingan rahan oot
Juriah sumberdaya :
Peningkaton Kapasitas | Lembags Penyedia Kota Frostes Ducra 2 —
Sumber Daya Lembaga | Layanan Peninglatan Semarang, one [ammeom Fidys -
Penyedia Layanan Kualitas Keluarga yang . Semua PENDAPATAN ASLI
202 |02 | Kunltas et Pk st 150 0rang 600000000f (B | pupy | [MenusaYong  [Mausiayang  |Masyaraat {150 Orerg 700£00.000| PEREVPUAN DAN
3 Berkuaiitas Dan [berdaya saing. PERLNDUNGAN
Keluarga Tingkat Dacrah | Kapasias Keluarga Semua Pt Pt o
abupsten/Kota Kevenangan Kelurahan ¥a Saing od“’f”' 3
KabupateryKota prodic
Jumiah Dokumen Hasil o Prcritas Daerah 3.
mgumn Jejaring antar | Penguatan Jojaring Sﬂ:ﬂ ketan kuali DINAS.
Lembaga Peryedia Layanan| Antar unmga omera% | enpamTan Gy [SmberDaa  [sumber Daya PEMBERDAYAAN
202 03 |Peningkaten Kuaites peryedia 200kumen 20000000] o oaDy  [Menusia¥ang  [Monusiayang  Masywrakat |2 Dokumen 250000000 PEREMPUAN DAN
Keluarga Tingiat Daerah Mnglmnn Kuamas ikl PAD)gerkuaitas Dan|berdaya saing. PERUNDUNGAN
Kabupaten/Kota angan o :‘:hm [Berdaya Saing [kompetitif, dan ANAK
xanugamvkou u produktic
Penyediaan Layanan bagi
:“m}d::':ﬁ dan Hak | Persentase Kegiatan
203 pembercayaan % % 100% 100,000,000 100% 150,000,000)
Ak rang Ml berbasis gender
Kerjanya dalam Daerah L
Juriah Layanan
bt
pooisanaan Ponyadiaan | KCmPrehensifbagi prioritas Daerah 3.
’ 2 | Keluarga dalem Yota : .
Layanan Komprehensit bagif = /3" ol DINAS
Keluarga dalem e Cocie 5 e | penpapszan sy [SumberDaya [sumber Deya PEMBERDAYAAN
203 o1 |Mewnjuckan KG dan o G 1 2layenan to00e00mdf (T | onerarpany | [MenseYena  Mamsiajang  vasgratat |2 Layanan 150.000,000|PEREVPUAN DAN
Petindungen Anskyang | L ir'l"-’m i e Borkuaiitas Oan [berdaya saing. PERUNDUNGAN
Wilayah Kerjanya dalam {"’n:m e kGl Berdaya Saing kompetitit, dan
Doerah abupaterko |58 wxan _— produktf
Tersedia
PROGRAM
PENGELOLAAN sisTeM | <2<upan pengelolaan
DATA GENDERDAN | 5tem data gender den | persen Persen 10000Pese] 195,000,000 100,00 Perser 270000000
|ANAK sk




Praki % % Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ | Indikator Program/ | Target Akhir |  Realisasi np:;‘"" Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan r— 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub | Kegiatan/ Sub Capaian RKPD mlis 5 e
Kegiatan Kegiatan REIMD | Tahun 2021 | T3V OPPD | rarget 2023 |  Paguindiatit | Lokasi Sumber Dana " | Target | Paguindikatit e
Nasional Daerah
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyjlan Data Gender
08 |05 {201 | |dan Anak Dalam ‘G“;“;:r';t%':::’;"‘ Kegiatan Kegiatan | 2Kegiaten 195,000,000| 2 Kegiatan 270,000,000
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
= prioitas Daerah 3.
Jumiah Dokumen Data oY i omas
Peryedioan Data Gender [ 1ah DARUNOR st 9. PENOAPATAN ASLI [SUEer D2y |sumber Daya PEMBERDAYAAN
06 (05 [201 [or|dan Anak di ewenangan | oo der dan A 2Dokumen NS00 pe o, [Menusiavang [ wanusiayang  [Masyarakat |2 Dokumen 150000,000|PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota upstanvKols ying. A PADYfgeruaiitas Dan daya saing. PERLINDUNGAN
Tuada Berdaya Saing ANAK
Kelurahan
Jumlah Dokumen
yajian d: ol i oinas
Dla Gender dan Anak | Pemanfaatan Data s;“"mu";”? PENOAPATAN ASLI [54Tb¥ Daya PeMBERDAYAAN
95 {05 [201 02 |delsm Kelombagaan Data | Gender dan Ansk 20Dokumen 0000000| Jo A oay - [Menusa vang Masyarakst | 2 Dokumen 120000,000|[PEREMPUAN DAN
i Kewerangan dalom Kelombagaan ‘ } |erkualitas Dan ing. PERUINDUNGAN
Kabupaten/Kota Data di Kewerangan ey Berdoya Saing |kempetitt, dan ANAK
KabupaterKota i produktif
PROGRAM PEMENUHAN | Cakupe Pemenuban
08 |06 Heratgniery gl Porsen persan. 10000 perser 397,500,000 30000 Porser] 550,000,000
Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, | Jumlah jejaring
08 |06 [201 | |Nonpemerintah, dan | kemitraanlembaga | Jejaring Jearing 8lejaring 250,000,000 8 Jejaring 250,000,000
i Usah: A
Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi
Pomrintah, Non
Advokasi Kebljokan dan | PEMerintah. Media dan - priorites Dacrah 3.
Semara ’ 7 paias
Hok Anak pada Lembaga | penorpatan asu [sumber Daya [sumber Daya PenBERDAYAAN
08 06 201 |01 [Pemerintsh, Nan 7 Organisasi 150000000 v | GADy  [Manusiavang [ Manusiayang  [Masyarakat | 7 Organisas 150,000,000|PEREMPUAN DAN
Pemerintsh, Media dan PAD) - gerkualitas Dan  |berdaya saing. PERLINDUNGAN
Dunia Ussha Kewenangan it Bordoya Saing |kompetitf, dan ANAK
Kabupaten/Kota [produktit
Dunia Usaha
Jumiah Dokumen Hasil prioritas Daerah 3.
g Koordinasi dan il ;i o
:I‘""'"“' ":’;:'“"""’""':”' Sinkionisasi x" *™ | enoseamasu [sumber Dava [sumber Daya FEMBERDAAAN
08 (05 201 |02 |7 m; el Pelembagaan 2Dokumen 100000000 = A o SRR D nusia Yang Manusia yang Masyarakat | 2 Dokumen 100,000,000 |PEREMPUAN DAN
5 WeRaNgan | pormenuhan Hak Anak camatan, (PAD) erkualitas Dan  |berdaya saing. RUNDUNGAN
abupatenKota s 5 /
Kewenangan e ordaya Saing |kompesitt, dan ANAK
KabupateryKata & duktif
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga | Jumiah lembaga
08 (06 |2.02 enyedia Layanan layanan anak yang Lembaga Lembaga 7Lembag 147,500,000| 7 Lembaga 300,000,000
Peningkatan Kuaitas | telsh momiliki stender 9 o & 0
Hidup Anak Kewenangan | pelayaran minimsl
Kabupaten/Kota
Priortas Doerah 3.
Jumlah Anck yang Kot . : =
Penyediaan Layanan Mendapatkan Layanan Semarang, cninptatidn  |Peninglatin ldalis oS
2 . : sumber Daya Sumber Daya PEMBERDAVAAN
Peningkatan Kuslitas Hidup | Peringkatan Kualtas Semua PENDAPATAN ASLI : :
08 |05 [202 Jor 4000rang 75,000000] ManusiaYong [ Manusiayeng  [Masyarakat | 400 Orang 100000,000|PEREMPUAN DAN
nak Kewerangan Hidup Anak Kecamatan, | DAERAH (PAD) 2
Borkuaitas Dan  [bordaya saing. PERLINDUNGAN
abupeten/ ot Kawenangin senia Berdaya Saing  [komptitt, dan ANAK
Kabupater/Kota Kelurahan e
Jumlah Dokumen Hasi
P o priorites Daerah 3.
oordinasi dan Sinkronisasi | Koordinasi da Kota ; : .
RN ATER| ne n Meningkatkan  [Peningkatan kualitas DN
Pelaksanaan Sinkronisasi Semarang.
Pendampingan Semua PENDAPATAN AsLI [SUT08T Dy Sumber Oay PEMBERDAVAN
08 fos [202 o2 [ 2% o 4Dokumen 20000000 ManusiaVang  [Manusiayang  [Masyarakat | 4 Dokumen 100000.000|PEREMPUAN DAN
ingkatan Kuslitas Hidup | Peringlatan Kualitas Kecamatan, | DAERAH(PAD)  [(beR M0 SR VS AN
Anak Tingkat Daersh Hidup Anak Semua B' b ;‘ i e d“ ng. ik
Kabupaten/Xota Kewenangan Kelurahan erys g :’;"‘; iy "
Kabupaten/Kota P
Jumiah Dokumen
Pengermbangan Komunikasi Informasi ’
Komunikasi, Informasi dan | dan Edukasi (KIE) Kota Pricritss Deerah 3,
Meningkatian  [Peningkatan kualitas DinAs
Edukasi Pemenuhan Hak | Pemeruhan Hak Ansk Semarang.
Anak bagi Lembaga bagi Lembaga Semua PENDAPATAN AsL [SuT0er Dava imberpes [PEVEERDROMN
08 |06 [202 |03 5 4Dokumen 30,000,000 ManusiaYeng  [Manusiayeng  [Masyarakat | 4 Dokumen 50000,000|PEREMPUAN DAN
Penyedia Layanan Penyedia Layaran Kecamatan, | DAERAH (PAD) 2
Y L e ¥ Berkualtas Dan  [berdaya saing. PERLINDUNGAN
peningkatan Kusitas Hidup | Peringkatan Kuaitas Semua i pelmon i
Anak Tingkat Daerzh Hidup Anak Kelurahan ordaye S0 :“m ey
Kabupaten/Kota Kewenangan P
Kabupatenvkota
Jumlah Dokumen Hasil i s
Penguatan Jejarin Kota . :
penguatan Jearing antar | Mghan g Meningkatkan  [Peringkatan kualitas DINAS
ntar Lembaxy Semarang.
il i PENDAPATAN St [SUmber Daya Sumber Daya PEMBERDAVAAN
06 (06 [202 04 [Peningkaten Kusitas Hidup | ot o W P 6Dokumen 2500000 0 | ananpapy | [Menusia¥ang - [Manusiayang  |Masyarakat | 6 Dokumen )
(Anak Tingkat Daerah i i » |perkualitasDan  |berdaya saing, PERLINDUNGAN
Kebupaten/Kota arsiain e pecrasey  (compat dn ANAK
Kabupatenvkota P
ROGRAM Persentase anak korban
08 |07 PERLINDUNGAN KHUSUS | kekerasan yarg Pursen Persen 001 Persen 275,000,000 001 Persen 480,000,000
ANAK ditangani
han Kekerasan (. 1 1e kekerasan
Terhadap Anakyang | " oK
08 (07 201 Melibatkan para Pihak | °"%42P 37 % 100% 45,000,000 100% 50,000,000
temasuk TPPO yang
Lingkup Daerah i
Kabupaten/Kota ik
Jumiah Perangkat
advokasi Kebijakan dan | Daerah yang Mendapat
M Pricritas Daetah 3.
Pencdmplngah., dvolasi Kebjaian dan fou Meningkatkan ~ [Peringkatan kualitas DINAS
Pelaksanaan Kebijokan, | Pendampingan Semaang. s Mderrell
Program dan Kegiatan | Pelaksanaan Kebijskan, 30 Perangkat Semua PENDAPATAN ASLI " 3 30 Perangkat
o0 o701 fon | ekarsson” | Program dan Kagiatan Fots 350000000 O | DrERapapy  [Merusiavang  [Manusiayong  |Masyarakat | o T 40000.000|PEREMPUAN DAN
Berkualtas Dan  [berdaya saing. PERLINDUNGAN
Terhadap Anak Pencegahan Kekerasan Semua st piaton. g
Kewenangan Terhadap Anak Kelurahan ¥a Saing Mm"," X NN
Kabupaten/Kota Kewenangan P ”
Kebupaterykota
Jumlah Dokumen Hasil s Pricritas Daerah 3.
Sinkronisasi = F—— i Peringkatan kualitas DINAS
Pencegahan Kekerasan m‘”‘:"“ K:::u;-nb':n - Sumber Daya Sumber Daya [PEMBERDAVAAN
08 o7 201 02 [terhadap Anak 7Dokumen 10000000) | ok ki ManusiaYang  [Manusiayang  [Masyarakat | 7 Dokumen 10000,000|PEREMPUAN DAN
Kewenangan e % [pertuaiitas Dan | berdaya saing, PERLINDUNGAN
Kebupaten/Kota o sordaya saing  [kompetitif,dan ANAK
Kabupatervkota produktit
Penyediaan Layanan bagi
M""“&"' “‘“‘_':""" Persentase anak korban
s |07 |202 g8 kekerasan yang % % 100% 120,000,000 100% 200,000,000
a0y Menmrhdar mendapatlaganan
Koordinasi Tingkat At
Daerah
Jumlah Ansk yang priortas Daerah 3.
_ "‘:‘a"‘h“:"""”h Memerlul 2‘: Meningkatin  [Peringkatan kusiitas oS
fedependtivons | Perlindungan Khusus ok PENDAPATAN ASLI [S9T0% Do sumber Daya PEMBERDAYAAN
08 [o7 [202 o1 (P29 Anakyang Mendapatkan Layanan 720rang 35,000000) [Manusia Yang [Manusia yang Masyarakat | 72 Orang 50,000,000 |PEREMPUAN DAN
Memerlukan Perindungan Kecamatan, | DAERAH (PAD} - .
Pengaduan Berkualtas Dan  [berdaya saing. 9% RLINDUNGAN
husus Tingkat Dasrah Semuo i " i
Kabupaten/Kota Kepmangen Kelurahan ey Sing ompa
KabupateryKota produktit
Jumlah Layaran Tindak
| Lanjut Pengaduan yang Priortas Daerah 3,
Koordinasidan Srktonissi| /emertukan oo R Meningkatian  [Peringkatan kualitas oinas
AT — Koordinasi dan m‘"“" K::' ’4‘) - isumber Daya [sumber Daya PEMBERDAYAAN
08 [o7 |2.02 [0z |Pendampingan Anakyang | gy o icai bagi Anak 37 Layanan 10,000000( > S [Manusia Yang [Manusia yang. Masyarakat | 37 Layanan 50,000,000 PEREMPUAN DAN
Memerlukan Perindungan Kecamatan, | Alokasi Khusus . 5
yang Memerlukan ok Berkualitas Dan  [berdaya saing. PERLINDUNGAN
husus Kewenargan ; Semua Non Fisik
Perlincungan Khusus Berdaya Sairg  [kampetiif, dan
Kebupaten/Kota Kelurshan
Kewenangan produkiif
KabupatervKota
Jumlah Dokumen Priortes Doerah 3.
e ‘ge"t‘"g‘:"‘o g | Komenitas informas z’": Meningkatian  [Peringkatan kualitas DiNAS
b d'"k:"' As; mas). dan Edukasi (KIE) Anak ang, PENDAPATAN ASLI [SUTD® Dava Sumber Daya [PEMBERDAYAAN
08 [o7 [2.02 |03 [Fdukesi Anakyang yang Memerukan 2 Dokumen 40000000 > [Manusia Vang [Manusia yang Masyarakat | 2 Dokumen 50,000,000 |PEREMPUAN DAN
Memerlukan Perindungan |7 Kecamatan, | DAERAH (PAD) =
rlicungan Khusus Berkualitas Dan  [berdaya saing. PERLINDUNGAN
husus Kewenargan Semua
vt Kewenangan b Berdaya Saing  [kompetiti,dan ANAK
KabupatervKota produktit
Jumiah Dokumen Hasil e
Penguatan Jejaring antar | Penguatan Jejaring Kota . b i
Lembaga Penyecia Layanan | Antar Lembaga Semarang, edingistion . [Peninglatan lasiias RS
it N bt PENDAPATAN ASLI [SUT® Dara Sumber Daya PEMBERDAVAAN
o8 o7 |20z [os |0 o . 2Dokumen 3509000 e |ontRanpy  [Menusavang - [Manusiazang  [Masyarakat |2 Dokamen b T
ewenangan Perlindungan Khusus Semua Ry Bt s
ebupaten/Kota Kewenangan Kelurahan erdaya Saing oo an
Kabupater/Kota P
Penguatan dan
engembangan Lembaga | o jombaga
enyedia Layanan bagi nyediaan layanan
08 (07 [203 |  |Anak yang Memerlukan | P t % % 100% 110,000,000 100% 230,000,000
Khusus .
ety perlindurgan khusus
Kabupaten/Kota

46



Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ | Indikator Program/ | Target Akhir| Realisasi ';“’:"' Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan o 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub | Kegiatan/ Sub Periode i m;:m v e ]
Kegiatan Kegiatan RPJMD Tahun 2021 T 2023 Lokasi farget Pagu Indikatif
Tebun 2022 | THOe Nasional Dacrah
Jumiah Dokumen Hasil
Koordinsi dan Sinkranisasi | Keordinasi da - Priortes Dasrah 3.
penyedican Sarana inkronisasi L, eningkatken  [Peningkaten kualitas Dins
Prasarans Layanan bagi | Penyediaan Savana — 9 PENDAPATAN Sl |SUTbe! Dava isumber Daya PEMBERDAYAAN
08 07 [2.03 |01 |Anak yang Memerlukan | Prasarana Layanan bagi 2 Dokumen 4s.000000( = i) 5 & mu“ “H o Manusia Yang [Manusia yang Masyarakat | 2 Dokumen 50,000,000 PEREMPUAN DAN
Perindungan K Anak yang Memerlukan . PO} geriaslitas Dan  [berdaya saing, PERLINDUNGAN
 Tingkat Daerah Perlindungan Khusus - "“m Berdaya Saing lkompetiti, dan | ANAK
Kabupaten/Kata Kewenangan A iproduktit
Kabupaten/Kota
Jumiah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi | Keordinasi dan [Prioritas Daerah 3.
et Wl (s kil [Meningkatikon  |Peningketan kualitas DinaS
umber Daya Lembaga | Peringkatan Kapasitas. Semarang, | Dana Transter
e b o e s |t | e [ e R L L] e
4 yang Memerlukan Penyedia Laysnan Anck 000001 yecamatan, | Alokesi Khusus 9 yang ¥ o
Hetosiaslii Sy e Berkualitas Dan  [berdaya saing.
$sekinole i idsacad yerg Jemen en ik Liliy Berdaya Sain [kompetitit, dan ANAK
Tingkat Dasral Perlindungan Khusus Kelurahan 9 i
Kabupaten/Kota Kewenangan racis
Kabupaten/Kota
Jumiah Dokumen Hasil
Koordinasidan Sinkrarisasi | Keordinasi dan [Priortes Daerah 3.
Penguatan Jejaring antar | Sinkronisasi Penguatan You [Meningkatkan [Peningkatan kualitas DINAS
Jejaring antar Lembaga Senalang, PENDABATAN ASLI |SUTer Dava Isumber Daya PEMBERDAYAAN
08 {07 [2.03 |03 |Anak yang Memerlukan | Penyedia Layanan Anak 2Dokumen 30,000,000 ma‘:mn o MD‘ ‘H paDy | ManusiaYang [Manusia yang Masyarakat | 2 Dokumen 80,000,000| PEREMPUAN DAN
Perlindungan Khusus yang Memerlukan o L Berkualitss Dan  [berdaya saing, PERUNDUNGAN
Tingkat Dacrah Perlindungan Khusus T [Berdaya saing  [competitf, dan AnaK
Kabupaten/Kata Kewenangan roduktit
Kebupaten/Kota
13 URUSAN DAN DESA- 1,01 1,281,000,000|
PROGRAM Persentase Kelurahan
13 o4 | ADMINISTRASI yang menerapkan Persen Persen 100.00 Perser 275,000,000|
PEMERINTAHAN DESA sistem informasi
botmreingd Jumiah kelurahan yang
g fasiltasi pelaksanaon
13 o4 |201 Penyelenggaraan o P % % 100% 275,000,000 1005 330,000,000
ekt evaluasi perkembangan
Kelurahan
|Pricritas Daerah 3.
e pngmborskon oot i omiss
- . iSumber Daya PEMBERDAYAAN
3 [o4 [201 |11 4 Piofm.| Kismiah 1 Dokumen 50000000] M PENDAPRTANASU1 Wengiuenigl [Manusia yang Masyarakat | 1 Dokumen 100,000,000| PEREMPUAN DAN
Desa Desa yang tersusun Kecamatan, | DAERAH (PAD)  |Kesenjangan Dan
Iberdaya saing, PERUNDUNGAN
Menjamin e o 5
Kelurahan Pemerataan COIREIRE,
produktit
Kota [Mengembangkan
” . (Prioritas Daerah 2. IN/
sl kit ks Pk o roxomonmanacy mpuangs[Pepeon PEMEERDAMN
13 |04 |201 [18 |Perkembangan Desaserta | o < 2Dokumen 225,000000 it penguiangan  |Masyarakat | 2 Dokumen 230000,000|PEREMPUAN DAN
52 serta Lomba Desa Kecamatan, | DAERAH (PAD)  |Kesenjangan Dan b
Lomba Desa dan Kelurahan kemiskinan dan PERLINDUNGAN
dan Kelurahan Semua Menjamin ety
Kelurahan Pemerataan perainaouare
PROGRAM
PEMBERDAYAAN P
LEMBAGA ; 3
13 |0 KEMASYARAKATAN, e Persen Porsen 100,00 Perser] 951,000,000
LEMBAGA ADAT DAN :m“g:r -
MASYARAKAT HUKUM e
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat | Fasitasi peningkatan
13 |05 (201 serta Pemberdayaan kemsyarakatan Kelurahan Kelurahan 177 Kelurahag 740,000,000| 177 Kelurahat 951,000,000
Masyarakat Hukum Adat | kelurahan
yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Juriah Dokumen Hasi
: Penataan,
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan
Pemberdayaan dan Raiiinfin sl
Pendeagunsze Kelembagaan Lembaga ten Mengembangken o it Doerah 2. DiNAS
Kelembagaan Lembaga | oy aakatan Semarang, [Wiayah Untuk o copatan PEMBERDAYAAN
13 {05 |201 [0z |Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, 2 Dokumen 200,000,000] 5™ PENDABRTANASLI |Msngurang} pengurangan Masyarakat | 2 Dokumen 270,000,000 PEREMPUAN DAN
Desa/Kelurahan (RT, RW, Kecamatan, | DAERAH (PAD)  [Kesenjangan Dan ,
RW, PKK, Posyandu, kemiskinan dan PERLINDUNGAN
PKK, Posyandu, LPM, dan Menjamin
LPM, dan Karang [penganaguran; i
Karang Taruna) Lembaga | o NS L Kelurahan Pemerataan
Adat DesaKelurahan dan sl
ot i gt | Desa/telurahan dan
g B | Masyarakat Hukum
Adat
Jumlah Lembaga
Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan
Kelembagaan Lembaga | DesayKelurahan (KT, Kot [Mengembangkan
Kemasyarakaten RW, PKK, Posyandu, Semarang, [Wilayah Untuk ::“(’;:‘:;”m 2 :;:nﬁmvmn
Desa/Kelurahan (RT, RW, LPM, dan Kar Semt PENDAPATAN ASU | Me i
13 Jos [201 |03 w:" ratan ¢ 41 Kaang 4Lembaga 115000000 > i s Masyarakat |4 Lombaga 125,000,000| PEREMPUAN DAN
 Posyandu, LPM, dan | Taruna), Lembaga Adat Kecamatan, | DAERAH (PAD) Dan
ez 5 cemiskinan dan PERUNDUNGAN
ang Taiuna), Lembaga | Desa/Kelurahan dan ua Menjamin 0 Ko
Adat Desa/Kelurahan dan | Masyarakat Hukum Kelurahan Pemerataan [Pengangguran
Masyarakat Hukum Adat | Adat yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
Jumiah Laporan Hasil :‘n"mn x;:g:mk"" Pricritas Daerah 2. DINAS
si Pemerintah Desa | Fasilitasi Pemerintah S o T —— Mm" kil IPercepatan PEMBERDAYAAN
13 05 |2.01 [06 |dalam Pemanfaatan Desa dalam 2aporan 100000000f (S o | oaeRan pay mei’a 9! pan [Peraurangan Masyarakat |2 Laporan 161,000,000| PEREMPUAN DAN
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi bl poe s o [kemiskinan dan PERLINDUNGAN
TopatGune Kelurahan Pemerataan pengangguran: AR
Kot PENDAPATAN ASL |Mengembangkan
Prioritas Daerah 2, DINAS
DAERAH (PAD}
FasitasiBlan stk |17l Loran e gl oo IO oo S eEEROAARN
13 |05 |201 [07 |Gotong Royong ki e 2Laporan 325000000 00 :“‘"L O | eoomanomn Dan _[Penaurangan Masyarakat | 2 Laporan 395,000,000| PEREMPUAN DAN
Masyarakat #9 B9 % |Mnouicas \eogen Ikemiskinan dan PERLINDUNGAN
Masyarakat Pemerintah Menjamin a1
Kelurahan | provinsi pemerataan penganggurars
TOTAL| 17.629,254.000| 18.602,015,000|
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2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang
pada tahun sebelumnya, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang
Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring
berbagai aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan. Umumnya
aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki tanggung
jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut
dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat atau para pemangku
kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan,pertanyaan, maupun hasil
pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang
ditujukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang beserta tanggapannya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 (tujun) Program Prioritas Tahun
2024 sebagai berikut:

0000

Memperkuat Mengembangkan Meningkatkan Revalusi Mental Memperkuat Membangun Memperkiuat

Ketahanan Wilayah urtuk Sumber Daya dan Infrastruktur Lingkungan Stabilitas
Ekonomi untuk Mengurangi Manusia Pembangunan unituk Hidup, Polhukhankam
Pertumbuhan Kesenjangan dan  Berkualitas dan Kebudayaan Mendukung Meningkatkan dan Transformasi
yang Menjamin Berdaya Saing Pengembangan Ketahanan Pelayanan Publik
Berkualitas dan Pemerataan Ekonomi dan Bencana, dan

Berkeadilan Pelayanan Dasar  Perubahan lklim

Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

89,53% 97,89% 9561% 96,11% 90,70% 100% 97,61%
i . __— __aa

Gambar 3.1. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Kinerja
Efektivitas Sasaran Pembangunan

(Bappenas, 2023)

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah
“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”
dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait

fokus pembangunan tahun 2020-2024.
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Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama

industri dan talenta global.

Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan
produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan
wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan

nilai tambah perekonomian rakyat.

Penyederhanaan Regulasi
Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang
dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja.

Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas

prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi

kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna

transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

® N o A e

Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;

Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

Penguatan daya saing usaha;

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
Pembangunan Ibu Kota Nusantara;

Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:
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1.  Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan

berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

4.  Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5.  Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan

transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi 5,30 - 5,70%

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 — 5,70%

Rasio Gini nilai 0,374 - 0,377

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 - 74,02

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27

Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 — 108

Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 - 110

Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 - 7,50%

® N o A e

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD

Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya

Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”.

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan

fokusnya sebagai berikut:

1.

Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis
sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan

infrastruktur yang merata dan berkualitas;

. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan

adaptif secara inklusif dan merata;

. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka

mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;

Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
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Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan

pada:

L b=

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang

ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik

seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2024

Tabel 3.1

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 — 5,50%

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
Angka Kemiskinan sebesar 9,06 — 8,96%

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 —4,94%

URAIAN LPE IPM Kemiskinan TPT

Kota Semarang 5,70 - 6,50% 84,40 - 86,00 4,00 - 3,82% 7,60 — 6,50%
Prov. Jateng 4,70 - 5,50% 73,43 9,06 - 8,96% 5,44 — 4,94%
Pusat 5,30 - 5,70% 73,99 - 74,02 6,70 - 7,50 % 5,00 - 5,70 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator-indikator Kota Semarang

diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkecuali pada TPT yang perlu

ditingkatkan dalam penangananya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Semarang

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun
2021-2026. Untuk menjaminkeselarasan dan kesinambungan antar dokumen
perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023

mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan

Renstra Dinas

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.
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Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang
kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi
serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak”,

dan
“Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”

dengan indikator tujuan sebagai berikut:
a. Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

c. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu
“Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga”,
“Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak”, “Terwujudnya
kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”, dan "Meningkatnya Kapasitas
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang”, dengan indikator

sasaran sebagai berikut:

Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan
Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan

c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan
Keluarga

d. Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan

e. Peringkat Kota Layak Anak (KLA)

f.  Nilai SAKIP

g. Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW,
Posyandu)

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 3.1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024

INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN SATUAN TARGET
TUJUAN/SASARAN
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan Persentase % 100
Upaya impelementasi
Perwujudan pengarusutamaan
Perempuan gender dalam
yang Berdaya pembangunan
dan
Terlindungi
serta
Pemenuhan
dan
Perlindungan
Hak Anak
Indeks  Perlindungan % 66,34
Anak (IPA)
Meningkatnya Cakupan pelaksanaan % 100
pemberdayaan pemberdayaan
perempuan perempuan
dan  kualitas
hidup keluarga
Prosentase partisipasi % 51,29

perempuan dalam
pengambilan

keputusan




Jumlah kelurahan yang | Kelurahan 100
sudah
mengimplementasikan
Ketahanan Keluarga
Prosentase % 100
penanganan
perempuan korban
kekerasan
Meningkatnya Peringkat Kota Layak Point 801
Pemenuhan Anak (KLA)
Hak dan
Perlindungan
Khusus Anak
Terwujudnya Nilai SAKIP Point 70.70
kualitas kinerja
pelayanan
perangkat
daerah
Meningkatkan Prosentase Partisipasi | % 92
Peran  Serta Masyarakat dalam
dan Pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pembangunan
Meningkatnya Prosentase Lembaga | % 100

Kapasitas
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kota

Semarang

Pemberdayaan
Masyarakat yang Aktif
(LPMK, RT, RW,

Posyandu)

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2022

55



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta
indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu
antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026;

2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun
2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota
Semarang.

3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan
ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka
pembangunan daerah Kota Semarang;

4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah;

S. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;

6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /

kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 program,
yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiapperangkat daerah / eks
rutin), dan 7 program pelaksanaan / pembangunan,;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 21 kegiatan,
yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks

rutin), dan 14 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
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Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.24.853.197.259 yang bersumber dari dana

APBD Kota Semarang, dengan perincian:

a. Rp.14.324.076.794,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan
kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).

b. Rp.10.529.120.465,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.
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Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraaan
Maju Tahun 2024 Kota Semarang

Kode Rekening

Urusan / Program /
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan

Rencana Tahun 2024

Target
Capaian

Lokasi Kinerja

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

Catatan
Penting

Perkiraan Maju Tahun

2025
Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

2.08.2.13.0.00.01.
0000

[DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

24.853.197.259

19.910.999.000

3.1

[URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

22.994.211.744

18.480.999.000

2.08.01

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan dan
pelaporan kinerja
serta pelaporan
keuangan DP3A

100%

14,324,076,794

10.865.021.000

Perencanaan dan
pelaporan kinerja
serta pelaporan
keuangan DP3A

100%

Tersedianya sarana
dan prasarana
perkantoran DP3A

100%

Cakupan
peningkatan
kapasitas sumber

daya aparatur

100%
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Perencanaan,

Jumlah dokumen dan

2.08.01.2.01 Penganggaran, dan laporan perencanaan 27 160.197.400 14.600.000
Evaluasi Kinerja dan evaluasi kinerja Dokumen
Perangkat Daerah yang dihasilkan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DP3A Kota
2.08.01.2.01.0001| Perencanaan Perencanaan Semaran 6 Dokumen 125.691.000 7.800.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah g
Jumlah Dokumen
. . RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Laporan Hasil DP3A Kota
2.08.01.2.01.0002| Penyusunan Dokumen pore . 1 Dokumen 2.586.000 1.000.000
Koordinasi Semarang
RKA-SKPD
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil DP3A Kota 1
2.08.01.2.01.0003| Penyusunan Dokumen Koordinasi Semarane| Dokumen 3.036.000 1.000.000
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan &
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan DPA-SKPD dan
2.08.01.2.01.0004| Penyusunan DPA- Laporan Hasil DP3A Kotaly 1y xumen 1.379.200 1.000.000
Koordinasi Semarang
SKPD
Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil
2.08.01.2.01.0005| Penyusunan Koordinasi ]gl;’fnz:gia Dok&men 1.012.000 1.000.000
Perubahan DPA-SKPD Penyusunan g
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
. . Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan L
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan
2.08.01.2.01.0006| Capaian Kinerja dan Laporan Hasil DP3A Kota 6 3.596.800 1.800.000
Koordinasi Semarang| Laporan

Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
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Jumlah Laporan

2.08.01.2.01.0007| Zvaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja DP3A Kota 12 22.896.400 1.000.000
Perangkat Daerah Semarang| Laporan
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Persentase kinerja
2.08.01.2.02 administrasi dan 100% 9.918.108.345 9.235.015.588
Perangkat Daerah
pelaporan keuangan
. .. Jumlah Orang yang 50
2.08.01.2.02.0001 | Lenyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan | 2ron Kot 5 0ng/ | 9.671.520.000 8.986.865.588
Tunjangan ASN . Semarang
Tunjangan ASN bulan
. Jumlah Dokumen
Penyediaan Hasil Penyediaan
2.08.01.2.02.0002| Administrasi Administrasi DP3A Kota) pyorumen|  242.578.745 246.000.000
Pelaksanaan Tugas Semarang
ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
. . Tahun SKPD dan
Koordinasi dan Laporan Hasil
2.08.01.2.02.0005| enyusunan Laporan | . i, DP3A Kota) 2 1.124.000 500.000
Keuangan Akhir P Semarang| Laporan
enyusunan Laporan
Tahun SKPD .
Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
Jumlah Dokumen
Pengelolaan dan Bahan Tanggapan
2.08.01.2.02.0006| Leryiapan Bahan Pemeriksaan dan oo KOy poimen 750.000 700.000
Tanggapan . - Semarang
. Tindak Lanjut
Pemeriksaan .
Pemeriksaan
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/
Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan
2.08.01.2.02.0007| Keuangan Laporan Koordinasi |2F o Kot~ 14 1.573.600 700.000
. Semarang| Laporan
Bulanan/Triwulanan/ Penyusunan Laporan
Semesteran SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen
2.08.01.2.02.0008| dan Analisis Prognosis | Lciaporan dan DP3A Kotal; 1y 1 men 562.000 250.000
L Analisis Prognosis Semarang
Realisasi Anggaran L
Realisasi Anggaran
Administrasi Cakupan peningkatan
2.08.01.2.05 Kepegawaian Pelayanan sumber 100% 382.600.000 60.000.000
Perangkat Daerah daya aparatur
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Jumlah Dokumen

Monitoring, Evaluasi, Monitorine. Evaluasi DP3A
2.08.01.2.05.0005| dan Penilaian Kinerja ne, L Kota |1 Dokumen 132.600.000 50.000.000
. dan Penilaian Kinerja
Pegawai P . Semarang
egawai
Jumlah Orang yang DP3A
2.08.01.2.05.0010| Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosialisasi | 480 250.000.000 10.000.000
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Orang
Semarang
Undangan
2.08.01.2.06 Administrast Umum Cakupan pelaksanaan 100% 1.134.598.847 718.105.412
Perangkat Daerah administrasi umum
Penyediaan Komponen Jumlah Paket
Ins t};lasi p Komponen Instalasi DP3A
2.08.01.2.06.0001| ;.7 . Listrik/Penerangan Kota 1 Paket 5.355.300 3.000.000
Listrik /Penerangan
Baneunan Kantor Bangunan Kantor Semarang
gu yang Disediakan
Penyediaan Peralatan ;Egigga;{:; DP3A
2.08.01.2.06.0002| dan Perlengkapan Kota 2 Paket 57.905.370 8.000.000
Perlengkapan Kantor
Kantor s Semarang
yang Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah DP3A
2.08.01.2.06.0003 Kota 2 Paket 29.997.620 12.000.000
Rumah Tangga Tangga yang
T Semarang
Disediakan
Penvediaan Bahan Jumlah Paket Bahan DP3A
2.08.01.2.06.0004 ye Logistik Kantor yang Kota 4 Paket 64.466.452 70.105.412
Logistik Kantor o
Disediakan Semarang
Penyediaan Barang éuz}jh ljfket Barang DP3A
2.08.01.2.06.0005| Cetakan dan ctaxan can Kota 3 Paket 20.175.425 25.000.000
Penggandaan Penggandaan yang Semarang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan DP3A 12
2.08.01.2.06.0008 Jung Fasilitasi Kunjungan Kota 48.000.000 100.000.000
Tamu Laporan
Tamu Semarang
Penyelenggaraan ‘;lelrrlrﬂg}eln]“azizzrrll DP3A 20
2.08.01.2.06.0009| Rapat Koordinasi dan yelenggaraan Kota 523.546.200 300.000.000
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Semarang Laporan
Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen
Dukungan Dukunean
Pelaksanaan Sistem Pelak agnaan Sistem DP3A
2.08.01.2.06.0011| Pemerintahan © axs: ste Kota |3 Dokumen|  385.152.480 200.000.000
. . Pemerintahan
Berbasis Elektronik . . Semarang
ada SKPD Berbasis Elektronik
b pada SKPD
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Pengadaan Barang Persentase
2.08.01.2.07 Milik Daerah tersedianya peralatan 100% 1.341.628.410 50.000.000
Penunjang Urusan dan perlengkapan
Pemerintah Daerah kantor
Jumlah Unit
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas DP3A
2.08.01.2.07.0002| Dinas Operasional Operasional atau Kota 10 Unit 933.780.000 0
atau Lapangan Lapangan yang Semarang
Disediakan
DP3A
2.08.01.2.07.0005| Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Kota 5 Unit 281.861.380 10.000.000
yang Disediakan S
emarang
Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan Peralatan dan Mesin DP3A
2.08.01.2.07.0006 gadas . . Kota 5 Unit 112.361.790 20.000.000
dan Mesin Lainnya Lainnya yang
. : Semarang
Disediakan
Jumlah Unit Sarana
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedun dan Prasarana DP3A
2.08.01.2.07.0010 g Gedung Kantor atau Kota 1 Unit 13.625.240 20.000.000
Kantor atau Bangunan .
. Bangunan Lainnya Semarang
Lainnya . .
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Persentase
2.08.01.2.08 Penunjang Urusan tersedianya 100% 582.109.140 375.000.000
Pemerintahan Daerah kebutuhan jasa kantor
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa DP3A 36
2.08.01.2.08.0002| Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Kota Laporan 177.384.000 125.000.000
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik | Semarang p
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa DP3A 12
2.08.01.2.08.0004| Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kota Laporan 404.725.140 250.000.000
Kantor Kantor yang Semarang P
Disediakan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Persentase
2.08.01.2.09 . pemeliharaan aset 100% 804.834.652 412.300.000
Penunjang Urusan dinas
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
Pemeliharaan dan atau Kendaraan Dinas DP3A
2.08.01.2.09.0001 . Kota 1 Unit 39.910.050 238.800.000
Pajak Kendaraan Jabatan yang Semarang

Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas

Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
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Jabatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional

Pemeliharaan, Pajak, atau Lapanean van DP3A
2.08.01.2.09.0002| dan Perizinan au -apangan yang Kota | 30 Unit 442.264.410 90.000.000
. Dipelihara dan
Kendaraan Dinas . . Semarang
. dibayarkan Pajak dan
Operasional atau L.
Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan DP3A
2.08.01.2.09.0006| Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang Kota 10 Unit 43.390.566 40.000.000
Lainnya Dipelihara Semarang
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Gedung
tasi Gedung Kantor Kantor dan Bangunan DP3A
2.08.01.2.09.0009 Lainnya yang Kota 2 Unit 243.102.165 25.000.000
dan Bangunan L . o
] Dipelihara/Direhabilit | Semarang
Lainnya asi
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabili Prasarana Gedung
tasi Sarana dan Kantor atau DP3A
2.08.01.2.09.0010| Prasarana Gedung Bangunan Lainnya Kota 2 Unit 36.167.461 18.500.000
Kantor atau Bangunan yang Semarang
Lainnya Dipelihara/Direhabilit
asi
PROGRAM Cakupan
PENGARUSUTAMAAN Pengarusutamaan
2.08.02 GENDER DAN Gender dan 100% 1.488.449.604 1.365.000.000
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan
PEREMPUAN Perempuan
Pelembagaan Jumlah .
program/ kegiatan
Pengarusutamaan PUG pad at 9
Gender (PUG) pada paaa perangia
2.08.02.2.01 . daerah di Kota Program/ 216.903.968 270.000.000
Lembaga Pemerintah .
X, Semarang yang sudah Kegiatan
ewenangan ; . ;
dievaluasi melalui
Kabupaten/ Kota y
analisis gender
Jumlah Dokumen
. . Hasill Koordinasi dan
Koordinasi dan . s
Sinkronisasi Sinkronisasi Kota
2.08.02.2.01.0001 .. Perumusan Kebijakan 1 Dokumen 33.766.450 65.000.000
Perumusan Kebijakan P Semarang
Pelaksanaan PUG engarustamaan
Gender (PUG)
Kewenangan
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Kabupaten/Kota

2.08.02.2.01.0002

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan PUG
Kewenangan
Kabupaten /Kota

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Pengarustamaan
Gender (PUG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kota
Semarang

1 Dokumen

54.244.530

35.000.000

2.08.02.2.01.0003

Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

Jumlah Perangkat
Daerah yang
Mendapat Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan
Pengarustamaan
Gender

(PUG) Termasuk
Perencaan
Pembangunan
Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kota
Semarang

4 Perangkat
Daerah

70.029.658

120.000.000

2.08.02.2.01.0004

Sosialisasi kebijakan
Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

Jumlah Perangkat
Daerah yang
Mengikuti Sosialisasi
Kebijakan
Pelaksanaan
Pengarustamaan
Gender (PUG)
Termasuk
Perencaan
Pembangunan
Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kota
Semarang

46
Perangkat
Daerah

58.863.330

50.000.000

2.08.02.2.02

Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada
Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah organisasi
yang mendapat
pendampingan
peningkatan
partisipasi perempuan

3
Organisasi

444.347.212

170.000.000
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Kewenangan

Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
e Hasil Sosialisasi
Sosialisasi .
. Peningkatan
Peningkatan .S .
Partisi . p Partisipasi Perempuan Kot
2.08.02.2.02.0001 | -2rsipast Ferempuan | 4 giqang Politik, o' 15 Dokumen 63.278.642 50.000.000
di Bidang Politik, . Semarang
. Hukum, Sosial dan
Hukum, Sosial dan .
. Ekonomi
Ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi
Masyarakat yang
Advokasi Kebijakan Mendapat Ad\{okam
: dan Pendampingan
dan Pendampingan .
Peningkatan Kebjjakan Kota 25
2.08.02.2.02.0002 ngxats Peningkatan s 381.068.570 120.000.000
Partisipasi Perempuan .o . Semarang| Organisasi
L. Partisipasi Perempuan
dan Politik, Hukum, g "
Sosial dan Ekonomi di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
Kabupaten /Kota
Penguatan dan
Pengembangan . Jumlah lembaga
Lembaga Penyedia layanan
2.08.02.2.03 Layanan pemberdayaan 31 Lembagd ~ 827.198.424 925.000.000
Pemberdayaan
perempuan yang
Perempuan ;
mendapat pelatihan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan Jumlah Lembaga
dan Pendampingan Penyedia Layanan
kepada Lembaga Pemberdayaan
2.08.02.2.03.0001 | Lenyedia Layanan Perempuan Kota |55 1 embagal  527.198.578 500.000.000
Pemberdayaan Kewenangan Semarang
Perempuan Kabupaten/Kota yang
Kewenangan Mendapat Advokasi
Kabupaten /Kota dan Pendampingan
Peningkatan Kapasitas Jumlah sumber Daya
Sumber Daya Lembaga Penyedia Kota
2.08.02.2.03.0002| Lembaga Penyedia Layanan 200 Orang 160.539.028 350.000.000
Semarang
Layanan Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan
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Perempuan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Mendapat
Peningkatan
Kapasitas
Jumlah Dokumen
Pengembangan

Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)

Komunikasi Informasi
dan Edukasi (KIE)

2.08.02.2.03.0003| Pemberdayaan Pemberdayaan Kota |7 pokumen|  139.460.818 75.000.000
Perempuan Semarang
Perempuan
Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota yan
Kabupaten/Kota b yang
Tersedia
PROGRAM Persentase anak
2.08.03 PERLINDUNGAN korban kekerasan 0.011 % | 2.547.556.594 3.260.978.000
PEREMPUAN yang ditangani
Rasio Kekerasan
terhadap perempuan 12.84
termasuk TPPO (per oint
100.000 penduduk P
perempuan)
Pencegahan Kekerasan Jumlah kegiatan rakor
terhadap Perempuan pencegahan .
2.08.03.2.01 Lingkup Daerah kekerasan terhadap 4 Kegiatan 549.999.882 260.978.000
Kabupaten/Kota perempuan
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Kebijakan, Program Kebijakan, Program Kota 12
2.08.03.2.01.0001| dan Kegiatan dan Kegiatan 411.254.782 150.000.000
Semarang| Dokumen
Pencegahan Kekerasan Pencegahan
terhadap Perempuan Kekerasan
Lingkup Daerah Terhadap Perempuan
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten /Kota
Jumlah Perangkat
Advokasi Kebijakan Daerah yang
dan Pendampingan Mendapat Advokasi
Layanan Perlindungan dan Pendampingan Kota 60
2.08.03.2.01.0002| /& g ping Perangkat 138.745.100 110.978.000
Perempuan Layanan Perlindungan| Semarang
Daerah
Kewenangan Perempuan
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
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Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang

Jumlah lembaga
layanan rujukan

2.08.03.2.02 Memerlukan lanjutan bagi 5 Lembaga| 1.266.853.184 2.100.000.000
Koordinasi perempuan korban
Kewenangan kekerasan
Kabupaten/Kota
Ezgyz(;ﬁ:;l Layanan Jumlah Perempuan
Mas%araka t bagi Korban Kekerasan
2.08.03.2.02.0001| Perempuan Korban Tmbgkat Kota 1100 Orang | 1.266.853.184 2.100.000.000
Kekerasan Kabupaten/Kota yang | Semarang
Kewenangan Mendapatkan
Kabupaten /Kota Layanan Pengaduan
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga ey | Jumlelembare
2.08.03.2.03 Layanan Perlindungan p erl!i/n dunaan }lzJak 26 Lembagd 730.703.528 900.000.000
Perempuan Tingkat p g
Daerah perempuan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Advokasi Kebijakan Hasil Advokasi
dan Pendampingan Kebijakan dan
Penyediaan Sarana Pendampingan
2.08.03.2.03.0001 | Frasarana Layanan Penyediaan Sarana Kota |5 hokumen|  253.882.570 250.000.000
bagi Perempuan Prasarana Layanan Semarang
Korban Kekerasan bagi Perempuan
Kewenangan Korban Kekerasan
Kabupaten /Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah sumber Daya
Peningkatan Kapasitas Manus1.a Lembaga
Sumber Daya Penyedia Layanan
Lombaga Penyedia | Fenengenan beg
2.08.03.2.03.0002| L@yanan Penanganan Kekerasan Kota 1597 orang 130.105.119 250.000.000
bagi Perempuan Kewenanean Semarang
Korban Kekerasan &
Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Megdapat
Peningkatan
Kapasitas
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Penyediaan
Kebutuhan Spesifik
bagi Perempuan dalam

Jumlah Perempuan
dalam Situasi Darurat
dan Kondisi Khusus

2.08.03.2.03.0003| Situasi Darurat dan Kewenangan Kota | 5 5 ang 176.828.359 200.000.000
. Kabupaten/Kota yang | Semarang
Kondisi Khusus
Mendapatkan
Kewenangan P h
Kabupaten/Kota emenunan
Kebutuhan Spesifik
. Jumlah Dokumen
Penguatan Jejaring .
Hasil Penguatan
antar Lembaga Jeiari
- ejaring Antar
Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Kota 19
2.08.03.2.03.0004| Perlindungan & Y 169.887.480 200.000.000
Layanan Perlindungan| Semarang| Dokumen
Perempuan P
erempuan
Kewenangan K
Kabupaten/Kota cwenangan
Kabupaten /Kota
igg&m,r AN Persentase Lembaga
2.08.04 layanan keluarga 100% 2.561.500.000 2.230.000.000
KUALITAS ang terfasilitasi
KELUARGA yang
Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan Jumlah kegiatan
2.08.04.2.01 Kesetaraan Gender peningkatan kualitas 2 Kegiatan | 2.062.612.120 30.000.000
(KG) dan Hak Anak keluarga
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Advokasi Kebijakan mendapat Ad\{okasa
: dan Pendampingan
dan Pendampingan
untuk Mewujudkan Keluarga untuk Kota |4 Perangkat
2.08.04.2.01.0001 Y Mewujudkan g 355.000.000 10.000.000
KG dan Perlindungan Semarang| Daerah
Kesetaraan Gender
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota (KG) dan
Perlindungan Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Jumlah Komunikasi,
Komunikasi, Informasi Informasi, Edukasi
dan Edukasi KG dan (KIE) Kesetaraan Kota 30
2.08.04.2.01.0002| Perlindungan Anak Gender (KG) dan 81.500.000 10.000.000
Semarang| Dokumen

bagi Keluarga
Kewenangan
Kabupaten /Kota

Perlindungan Anak
bagi Keluarga
Kewenangan
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Kabupaten/Kota yang
Tersedia

Pengembangan
Kegiatan Masyarakat

Jumlah Dokumen
Hasil Pengembangan
Kegiatan Masyarakat

2.08.04.2.01.0003| Wntuk Peningkatan untuk Peningkatan Kota 11 pokumen| 1.626.112.120 10.000.000
Kualitas Keluarga . Semarang
Kualitas Keluarga
Kewenangan K
Kabupaten /Kota ewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan .
. Jumlah kegiatan
Kualitas Keluarga Pemberdauaan
2.08.04.2.02 dalam Mewujudkan Kesei Y 17 Kegiatan 470.551.180 2.050.000.000
esejahteraan
KG dan Hak Anak Keluaraa
yang Wilayah g
Kerjanya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan Jumlah Lembaga
Pengembangan Penyedia Layanan
2.08.04.2.02.0001 | Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Kota | 31 cmbaga 73.217.800 1.000.000.000
Layanan Peningkatan Keluarga yang Semarang
Kualitas Keluarga mendapat Advokasi
Tingkat Daerah dan Pendampingan
Kabupaten/Kota
Jumlah sumberdaya
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia
Sumber Daya Layanan Peningkatan
Lembaga Penyedia Kualitas Keluarga Kota
2.08.04.2.02.0002| Layanan Peningkatan yang mendapat 16 Orang 373.887.880 800.000.000
. ; Semarang
Kualitas Keluarga Peningkatan
Tingkat Daerah Kapasitas
Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring Jumlah Dokumen
antar Lembaga Hasil Penguatan
2.08.04.2.02.0003| Lenyedia Layanan Jejaring Antar Kota 11 pokumen 23.445.500 250.000.000
Peningkatan Kualitas Lembaga Penyedia Semarang

Keluarga Tingkat
Daerah

Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga
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Kabupaten/Kota

Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan
bagi Keluarga dalam

Mewujudkan KG dan Persentase Kegiatan
2.08.04.2.03 Hak Anak yang pemberdayaan 100% 28.336.700 150.000.000
Wilayah Kerjanya berbasis gender
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan
Pelaksanaan Komprehensif bagi
. Keluarga dalam
Penyediaan Layanan .
: ) Mewujudkan
Komprehensif bagi
Kesetaraan Gender
Keluarga dalam (KG) dan Kota
2.08.04.2.03.0001 | Mewujudkan KG dan f 1 Layanan 28.336.700 150.000.000
. Perlindungan Anak Semarang
Perlindungan Anak -
- . yang Wilayah
yang Wilayah Kerjanya : .
Kerjanya Lingkup
dalam Daerah
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota yang
Tersedia
PROGRAM Cakupan pengelolaan
PENGELOLAAN . o
2.08.05 SISTEM DATA ::‘s;e:l:l?ta gender 100% 278.511.810 265.000.000
GENDER DAN ANAK
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data Jumlah Kegiatan KIE
2.08.05.2.01 Gender dan Anak g 2 Kegiatan 278.511.810 265.000.000
Gender dan Anak
Dalam Kelembagaan
Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Jumlah Dokumen
2.08.05.2.01.0001| Gender dan Anak di Data Gender dan Kota |5 pokumen 99.118.300 145.000.000
Kewenangan Anak Kabupaten/Kota| Semarang
Kabupaten /Kota yang Tersedia
.. Jumlah Dokumen
Penyajian dan P ..
enyajian dan
Pemanfaatan Data
Gender dan Anak Pemanfaatan Data Kota
2.08.05.2.01.0002 Gender dan Anak 3 Dokumen 179.393.510 120.000.000
dalam Kelembagaan Semarang

Data di Kewenangan
Kabupaten/Kota

dalam Kelembagaan
Data di Kewenangan

Kabupaten /Kota
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PROGRAM

Cakupan Pemenuhan

2.08.06 PEMENUHAN HAK Hak Anak 100% 1.794.116.942 495.000.000
ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA
pada Lembaga
Pemerintah, Jumlah jejaring
2.08.06.2.01 Nonpemerintah, dan kemitraan lembaga 9 Jejaring 395.000.000 250.000.000
Dunia Usaha PHA
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi
Advokasi Kebijakan Pemer%ntaﬁ, Non.
dan Pendampingan Pemerlntg » Media
Pemenuhan Hak Anak dan Dunia Usaha
pada Lembaga yang Me'ndapét
2.08.06.2.01.0001| Pemerintah, Non Advokasi Kebijakan Kota 3 65.000.000 150.000.000
Pemerintah. Media an Pendampingan Semarang| Organisasi
dan Dunia {Jsaha Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan pada Organisasi
Kabupaten/Kota Pemer%ntah, Non'
Pemerintah, Media
dan Dunia Usaha
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Hasil Koordinasi dan
Pelembagaan Sinkronisasi Kota
2.08.06.2.01.0002 g Pelembagaan 6 Dokumen 330.000.000 100.000.000
Pemenuhan Hak Anak Semarang
Kewenangan iemenuhan Hak Anak
ewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia ﬁﬁfgnlingszg Cim
2.08.06.2.02 Layanan Peningkatan ? . b yang 2 9 Lembaga| 1.399.116.942 245.000.000
Kualitas Hidup Anak telah memil 'ls'tan ar
Kewenangan pelayanan minimal
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan kl\]/IiIrrll(liaah aAtizlri yang
Peningkatan Kualitas La analil Peningkatan Kota
2.08.06.2.02.0001| Hidup Anak yal crung 50 Orang 841.156.942 100.000.000
Kewenangan Kualitas Hidup Anak | Semarang
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten /Kota
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Koordinasi dan

Jumlah Dokumen

Sinkronisasi Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Sinkronisasi
Pendampingan Pelaksanaan Kota
2.08.06.2.02.0002 Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas | Semarang 3 Dokumen 150.000.000 45.000.000
Hidup Anak Tingkat Hidup Anak
Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengembangan Jumlah Dokumen
Komunikasi, Informasi Komunikasi Informasi
dan Edukasi dan Edukasi (KIE)
Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak Anak
2.08.06.2.02.0003| a8l Lembaga bagi Lembaga Kota | pokumen|  207.960.000 50.000.000
Penyedia Layanan Penyedia Layanan Semarang
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Hidup Anak
Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
. Jumlah Dokumen
Penguatan Jejaring .
Hasil Penguatan
antar Lembaga ..
. Jejaring Antar
Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Kota
2.08.06.2.02.0004| Peningkatan Kualitas L & Y 6 Dokumen 200.000.000 50.000.000
ayanan Peningkatan | Semarang

Hidup Anak Tingkat
Daerah

Kualitas Hidup Anak

Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kot
URUSAN
PEMERINTAHAN
2.13 BIDANG
PEMBERDAYAAN 1.858.985.515 1.430.000.000
IMASYARAKAT DAN
DESA
PROGRAM Persentase
ADMINISTRASI Kelurahan yan
2.13.04 PEMERINTAHAN menerapkai'l sigtem 100% 545.129.154 350.000.000
DESA informasi
Pembinaan dan Jumlah Kelurahan
Pengawasan yang terfasilitasi 177
2.13.04.2.01 Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi 545.129.154 350.000.000
Administrasi perkembangan Kelurahan
Pemerintahan Desa Kelurahan
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Jumlah Dokumen

2.13.04.2.01.0011| Fasilitasi Penyusunan | p 51 he o vang Kota |1 pokumen 27.463.700 100.000.000
Profil Desa Semarang
tersusun
Fasilitasi Evaluasi Ju“?lah Dokumen
Perkembangan Desa Hasil Evaluasi Kota
2.13.04.2.01.0018 Perkembangan Desa 1 Dokumen 517.665.454 250.000.000
serta Lomba Desa dan Semarang
serta Lomba Desa dan
Kelurahan
Kelurahan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Cakupan
LEMBAGA embl:rda aan
2.13.05 KEMASYARAKATAN, | PR e7eay 100% | 1.313.856.361 1.080.000.000
LEMBAGA ADAT DAN | 282
MASYARAKAT emasyarakatan
HUKUM ADAT
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang Fasilitasi peningkatan
Pemberdayaan Desa ; .
dan Lembaga Adat kapasitas bagi 177
2.13.05.2.01 . lembaga 1.313.856.361 1.080.000.000
Tingkat Daerah K Kelurahan
emsyarakatan
Kabupaten/Kota serta
kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum A
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Penataan, Hasil Penataan,
Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan
Pendayagunaan Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga Kelembagaan
Kemasyarakatan Lembaga
Desa/Kelurahan (RT, Kemasyarakatan Kota
2.13.05.2.01.0002 RW, PKK, Posyandu, Desa/Kelurahan (RT, | Semarang 2 Dokumen 348.427.510 300.000.000
LPM, dan Karang RW, PKK, Posyandu,
Taruna), Lembaga LPM, dan Karang
Adat Desa/Kelurahan Taruna), Lembaga
dan Masyarakat Adat Desa/Kelurahan
Hukum Adat dan Masyarakat
Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Kota
2.13.05.2.01.0003| Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Semarang 1 Lembaga 100.667.580 130.000.000

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT,
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Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat

RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum
Adat yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya

Fasilitasi Pemerintah

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pemerintah

Masyarakat

Masyarakat

2.13.05.2.01.0006| Desa dalam Desa dalam Kota L 104.068.520 200.000.000
Pemanfaatan Semarang| Laporan
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
Fasilitasi Bulan Bhakti \I;Z:lﬂli?:s?aB%Ol;in Hasil Kota 4
2.13.05.2.01.0007| Gotong Royong Bhakti Gotong Royong| Semarang| Laporan 760.692.751 450.000.000

Sumber : DP3A Kota Semarang
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BABV
PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan
pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak padaprinsipnya diarahkan
untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;

2. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini
berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator
pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat
penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau
isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini
juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk
menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun
2024;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan
berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang.
Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan
berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
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3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 untuk

setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan
berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan
tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan

stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan
program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

é Vs
A
~~=Pvs.”ULFI IMRAN BASUKI, M.Si
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